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PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT INSPEKTORAT

KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan

salah satu unsur manajemen pemerintah yang
penting dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan
adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;

. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan

APIP yang berkualitas sesuai dengan mandat audit
masing-masing APIP dan standar audit APIP,

diperlukan sistem pengendalian mutu audit;

. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana

tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan;

Mengingat...



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur, Kota Madya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015...



2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 2009 tentang Pengendalian Mutu
Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencanan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan nomor 156);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENDALI
MUTU AUDIT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

WAY KANAN.
BAB I...

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.

Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Way Kanan.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan.

Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten
Way Kanan.

Kendali mutu dalam audit oleh Inspektorat
Daerah adalah metode-metode yang digunakan
untuk memastikan bahwa Inspektorat Daerah dan
Auditornya/Pengawas Pemerintahan telah
memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi
maupun pihak lainnya.

Standar audit adalah kriteria atau ukuran
mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit
yang wajib dipedomani oleh Auditor/Pengawas
Pemerintahan.

Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral
dan nilai yang digunakan oleh Auditor/Pengawas
Pemerintahan sebagai pedoman tingkah laku
dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Pengawasan intern adalah seluruh proses
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan

sesuai dengan tolok ukur yang .
sesuai...



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata
kelola/kepemerintahan yang baik.

Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi
masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, objektif dan
professional berdasarkan standar audit, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan  tugas dan  fungsi instansi

pemerintah.

. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah instansi
pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi melakukan pengawasan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan
suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan
membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan.

Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek

ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

16.Audit...

Audit investigatif adalah  proses mencari,



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

menemukan, dan mengumpulkan barang bukti
secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan
terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan
pelakunya guna dilakukan tindakan hukum
selanjutnya.
Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang
mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau
pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung
jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang melaksanakan pengawasan pada
instansi pemerintah untuk dan atas nama
Inspektorat Daerah.
Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri
Sipil yang mempunyai jabatan fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (P2UPD) yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan pengawasan atas kegiatan teknis urusan
pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Auditor investigatif adalah auditor yang memenuhi
kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan
audit investigatif.
Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang
diaudit oleh Inspektorat Daerah.
Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

24 .Strategi...
Strategi adalah  langkah-langkah  berisikan



program-program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi.

25. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

27. Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat

mencegah atau menghambat tercapainya tujuan.

BAB 11
SISTEMATIKA
Pasal 2
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan ini disusun menurut
sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
Berisi dasar pemikiran, maksud dan
tujuan, ruang lingkup serta landasan
hukum dan referensi.
BAB II : Pedoman Penyusunan Rencana
Strategis
Berisi penyusunan rencana strategis,
tujuan, sasaran serta kewenangan
dan tanggung jawab.
BAB III : Pedoman Pengendalian Mutu
Perencanaan Audit Inspektorat Daerah
Berisi penetapan besaran resiko untuk
seluruh auditi dan peta audit,

penyusunan kegiatan rencana strategi



BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

dalam rencana audit jangka menengah
lima tahunan.

Pedoman Pengendalian Mutu
Penyusunan Rencana dan Program
Kerja Audit

Berisi pengendalian mutu atas
penyusunan rencana dan program kerja
audit, koordinasi dengan auditi.
Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi
Audit

Berisi pengendalian supervisi oleh

penanggung jawab teknis dan
penanggung jawab.
Pedoman Pengendalian Mutu

Pelaksanaan Audit

Berisi pengendalian waktu audit,
kesesuaian dengan program kerja
audit, temuan audit, dokumen hasil
audit, kesesuaian dengan standar
audit.

Pedoman Pengendalian Mutu Pelaporan
Audit

Berisi pengendalian atas penyusunan
konsep laporan dan finalisasi serta
distribusi laporan.

Pedoman Pengendalian Mutu
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
Berisi kewajiban melaksanakan tindak
lanjut, prosedur pemantauan tindak

lanjut.

BAB IX...

Pedoman Pengendalian Mutu Tata



Usaha dan Sumber Daya Manusia

Berisi tujuan ketatausahaan, lingkup
tugas ketatausahaan, tujuan kearsipan,
jenis arsip, pengelolaan sumber daya
manusia dan penilaian kinerja

auditor/pengawas pemerintahan.

BAB III
ISI DAN URAIAN PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT

Pasal 3
Isi beserta uraian Pedoman Kendali Mutu Audit pada
Inspektorat Daerah  Kabupaten @ Way  Kanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 4
Dalam melakukan audit, setiap Auditor/Pengawas
Pemerintahan dan pihak lain yang ditunjuk wajib
berpedoman pada Pedoman Kendali Mutu Audit guna
memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai

dengan kode etik APIP dan standar audit APIP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan



pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way

Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 November 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu

pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 77

o Pembina /IV.a
NIP. 19750926 200212 1 003
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen
pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan
yang baik. Inspektorat Daerah sebagai pelaksana pengawasan intern
pemerintah daerah harus mampu merespon secara aktif terhadap
berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang politik,
di bidang ekonomi maupun di bidang sosial melalui program dan kegiatan
yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan daerah. Perubahan
yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari
penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan
tata kelola kepemerintahan yang baik dan peningkatan peran daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat
Daerah tidak terbatas pada fungsi audit, tetapi juga fungsi pembinaan
terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah untuk kepentingan bupati
dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang

ada didalam kepemimpinannya.

Kelancaran ...
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Kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah perlu didukung
dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman tentang
pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan-ketentuan
pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka
menjamin terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efisien dan
efektif. Kementerian Negara PAN pada tahun 2007 telah melakukan
penyusunan kode etik dan standar audit APIP dan telah menerbitkannya
dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Per/041M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah dan Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Mutu Pengawasan Intern
Pemerintah. Penyusunan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP serta
Pedoman Kendali Mutu Audit APIP tersebut dimaksudkan agar
pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang melaksanakannya
diharapkan menghasilkan suatu mutu audit yang sama ketika
auditor/pengawas pemerintahan melaksanakan auditnya sesuai dengan
kode etik dan standar audit yang bersangkutan. Untuk memastikan
suatu audit yang sesuai dengan kode etik dan standar audit yang
bersangkutan perlu dibuat suatu sistem pengendalian berupa kendali

mutu pelaksanaan audit.

Sistem pengendalian mutu audit tersebut merupakan suatu
prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan yang meliputi
kebijakan, prosedur dan program pengendalian sebagaimana tercantum

pada standar audit APIP.

Oleh karena itu, perlu disusun Pedoman Kendali Mutu Audit bagi
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah, yang
selanjutnya disingkat PKMAI, yang terdiri dari prosedur-prosedur yang
digunakan untuk memastikan bahwa Inspektorat Daerah telah memenuhi

tanggung jawab profesionalnya kepada auditi dan pihak lainnya.

MAKSUD ...
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B. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya PKMAI ini dimaksudkan untuk memecahkan

berbagai masalah berikut ini :

1. ketidakefektifan pengawasan intern;
2. proses audit yang tidak transparan;
3. kualitas dan integritas auditor/pengawas pemerintahan

yang kurang memadai;
4. pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak
mencapai tujuan pelaksanaan audit;
5. belum adanya pedoman kendali mutu audit yang mendukung
agar audit dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
Tujuan disusunnya PKMAI ini adalah memastikan bahwa audit
yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kode etik dan

standar audit.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan utama Inspektorat Daerah meliputi audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi,
sosialisasi dan konsultasi. PKMAI ini hanya mengatur kendali mutu
atas kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
sehubungan dengan telah diterbitkannya kode etik APIP dan standar
audit APIP.

BABII ...
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BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Setiap organisasi harus mempunyai tujuan, demikian pula APIP
harus mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah
maupun jangka pendek. Penetapan tujuan ini sangat penting, baik
sebagai arahan jalannya organisasi maupun untuk mengukur

keberhasilan organisasi.

Berbagai peraturan menetapkan bahwa unit organisasi eselon I
dan II harus menyusun rencana strategis, misalnya seperti yang diatur
dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib
menyusun Rencana Startegis untuk melaksanakan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawabannya.
2. Standar Audit Terkait

Standar audit yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana
strategis pengawasan dan pernyataan tujuan, sasaran, kewenangan
serta tanggung jawab Inspektorat Daerah dalam mendukung visi dan

misi Bupati adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah harus menyusun rencana pengawasan
tahunan dengan prioritas kegiatan yang mempunyai risiko
terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.

2. Inspektorat Daerah wajib menyusun rencana strategis lima tahunan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan, sasaran, serta kewenangan, dan tanggung jawab
Inspektorat Daerah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan

ditandatangani oleh pimpinan organisasi.

3. Maksud ...
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3. Maksud dan Tujuan

Pedoman penyusunan rencana strategis dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi Inspektorat Daerah dalam menetapkan
tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang merupakan
rujukan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah dan agar auditi dapat
mengetahui tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat
Daerah.

Pedoman ini bertujuan agar Inspektorat Daerah mempunyai
rencana strategis yang akan dipergunakan sebagai dasar kegiatan
pengawasan dan keberadaan Inspektorat Daerah diketahui serta

dipahami oleh auditi.

B. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis yang disusun oleh Inspektorat Daerah

mencakup tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan.
Prosedur penyusunan rencana strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran
a. Tujuan dan sasaran pengawasan dirumuskan oleh jajaran
Inspektorat Daerah berdasarkan visi dan Misi Bupati.
b. Tujuan dan sasaran dibuat secara singkat dan jelas.

c. Sasaran sudah harus mempunyai indikator yang dapat diukur.

2. Menetapkan strategi

a. Setelah tujuan dan  sasaran  ditetapkan, kemudian
merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.

b. Strategi yang telah dirumuskan dibagi habis kepada seluruh
unsur unit yang melakukan fungsi audit yang akan bertindak
sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan.

c. Inspektorat Daerah menyusun matriks yang memperlihatkan
hubungan strategi, penanggungjawab pelaksanaan

pengawasan dan sasaran pengawasannya.

3. Menetapkan ...
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3. Menetapkan program
Inspektorat Daerah memilih program kegiatan pengawasan yang

akan dilakukannya berdasarkan strategi yang telah ditetapkan.

4. Menetapkan kegiatan
Inspektorat Daerah menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan

berdasarkan program yang telah ditetapkan.

Prosedur tersebut di atas dapat digambarkan sebagaimana terdapat
pada Gambar I di bawah ini.

TUJUAN /

VISI DAN MISI BUPATI |:> SASARAN
PENGAWASAN

KEGIATAN <:| PROGRAM <:| SASARAN

Gambar 1: Penyusunan Rencana Strategis

Rencana strategis yang mencakup sasaran, strategi, program, dan
kegiatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Matriks yang memperlihatkan hubungan strategi,
penanggungjawab pelaksanaan pengawasan, dan sasaran
pengawasannya yang dituangkan ke dalam sebuah formulir tujuan,
sasaran dan strategi pengawasan dapat dilihat pada Lampiran 1

Pedoman ini.

C. PENYUSUNAN ...
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C. PENYUSUNAN PERNYATAAN TUJUAN, KEWENANGAN DAN
TANGGUNG JAWAB

Inspektorat Daerah harus menyusun pernyataan tujuan,
kewenangan dan tanggung jawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran

auditi yang menjadi obyek auditnya.

Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan visi, misi dan tujuan yang
telah ditetapkan serta kewenangan dan tanggung jawab yang

merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Pernyataan tersebut ditandatangani oieh Inspektur dan
disahkan oleh Bupati.

BAB III ...
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BAB III

PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PERENCANAAN AUDIT

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan
audit pada auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
Institusi yang diaudit biasanya relatif tetap, namun ukuran besar dan
kegiatannya bervariasi. Kondisi seperti itu mendukung penyusunan
perencanaan audit yang lengkap dan tepat berdasarkan ukuran risiko
masing-masing auditi. Auditi yang mempunyai ukuran risiko sangat
tinggi diperiksa lebih sering dan lebih dalam dibandingkan dengan
auditi yang berisiko lebih rendah.

Suatu auditi yang berisiko rendah dapat diaudit minimal selama 3
(tiga) hari, dengan pertimbangan hari I mereviu pengendalian yang
dilaksanakan, hari ke II memeriksa pelaksanaan kegiatan, keuangan
dan fisik dan hari ke Ill mengkomunikasikan hasil audit. Hari

pelaksanaan audit pada umumnya minimal 10 (sepuluh) hari.

2. Standar Audit Terkait

Standar audit yang terkait dengan pengendalian mutu

perencanaan audit adalah:

1. Inspektorat Daerah harus menyusun rencana pengawasan
tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko
terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.

2. Inspektorat  Daerah harus mengomunikasikan rencana
pengawasan tahunan kepada pimpinan organisasi dan unit-unit

terkait.

3. Maksud ...
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3. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu perencanaan audit ini dimaksudkan
untuk memberikan panduan bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun
perencanaan audit pada tingkat instansi yaitu dalam menentukan
auditi, tujuan audit, tenaga auditor/pengawas pemerintahan, waktu

audit, biaya perjalanan dan hasil auditnya untuk satu tahun.

Pedoman ini mempunyai tujuan agar Inspektorat Daerah
mempunyai rencana audit yang rinci dan lengkap, baik jangka
menengah lima tahunan maupun jangka pendek tahunan serta
memastikan ukuran bagi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah

terhadap jumlah auditi dalam lingkup tugas/kewenangannya.

B. PENETAPAN BESARAN RISIKO UNTUK SELURUH AUDITI DAN
PETA AUDIT

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditi yang akan
diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang
sangat penting untuk dibuat. Dalam rangka mempermudah
pengukuran risiko rentang angkanya lebih baik dibuat kecil, misalnya 1,
2, 3 dan 4 atau dalam kualitas adalah rendah, sedang, tinggi dan
sangat tinggi. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah harus membuat peta auditi.

2. Inspektorat Daerah harus menetapkan besaran risiko atas seluruh
auditi.

3. Setiap auditi ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-
unsur risiko yang berkaitan. Unsur-unsur risiko ini jangan terlalu
banyak ataupun terlalu sedikit. Unsur-unsur risiko tersebut antara
lain:

a. Suasana yang berhubungan dengan etika dan tekanan
yang dihadapi manajemen dalam usaha mencapai tujuan
organisasi.

b. Kompetensi, kecukupan dan integritas pegawai.

c. Ukuran harta dan volume transaksi.

d. Kondisi ...
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d. Kondisi finansial dan ekonomi.

e. Kerumitan atau mudah berubahnya kegiatan.

f. Dampak dari konsumen, rekanan dan perubahan kebijakan
pemerintah.

g. Tingkat penggunaan komputer untuk pengolahan informasi.

h. Penyebaran operasi secara geografis.

i. Kecukupan dan keefektifan pengendalian intern.

j- Berbagai perubahan organisasi, operasi, teknologi atau ekonomi.

k. Pertimbangan profesi manajemen.

1. Dukungan terhadap temuan audit dan tindakan perbaikan yang
dilakukan.

m. Periode dan hasil audit terdahulu.

n. Jarak auditi.

Selain unsur risiko seperti di atas dapat juga digunakan
pengukuran risiko dari unsur risiko bawaan atau melekat dan

risiko pengendalian.

4. Besaran risiko auditi dirumuskan dengan meminta masukan dari
auditi, dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit
tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.

5. Inspektorat Daerah selanjutnya menyusun peta audit pada
lingkungan organisasinya, yang meliputi auditi, besaran risiko,
tenaga auditor, tenaga tata usaha, sarana dan prasarana, serta
dukungan dana.

6. Penetapan besaran risiko tiap auditi dilakukan setahun

sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.

Formulir peta audit APIP dapat dilihat pada Lampiran 2 Pedoman ini.

C. PENYUSUNAN ...
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C. PENYUSUNAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS DITUANGKAN
DALAM RENCANA AUDIT JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

Unit yang melaksanakan fungsi perencanaan Inspektorat Daerah
membuat rencana audit jangka menengah lima tahunan berdasarkan

rencana strategis dan data peta audit.

Berdasarkan penetapan sasaran, strategi dan program serta peta
audit disusun rencana audit lima tahunan yang dijabarkan dalam

obyek audit berupa entitas, program, dan kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, masing-
masing obyek audit yang telah didaftar dialokasikan untuk tahun

mana akan dilaksanakan.

Rencana audit lima tahunan ditetapkan oleh Inspektur. Formulir

rencana lima tahunan dapat dilihat pada Lampiran 3 Pedoman ini.

D. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN

Prosedur penyusunan program kerja audit tahunan dilakukan

sebagai berikut:

1. Penanggungjawab perencanaan menyusun dan mengirimkan
usulan rencana audit berdasarkan rencana strategis yang telah
ditetapkan kepada pejabat setingkat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan audit. Usulan rencana audit tahunan tersebut
dituangkan dalam formulir Usulan Program Kerja Audit
Tahunan (UPKAT).

2. Penanggungjawab perencanaan mengkoordinasikan rencana
audit tahunan dengan pejabat setingkat yang bertanggungjawab
atas pelaksanaan audit di unit APIP untuk mendapat
tanggapan dan saran sehingga dicapai kesepakatan rencana audit
tahunan, baik tujuan maupun beban pemeriksaan. Hasil koordinasi
yang telah disepakati dituangkan ke dalam Program Kerja Audit
Tahunan (PKAT).

3. Inspektur ...
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3. Inspektur menetapkan Program Kerja Audit Tahunan Inspektorat
Daerah.
Formulir Usulan Program Kerja Audit Tahunan (UPKAT) dapat
dilihat pada Lampiran 4.
Formulir untuk Program Kerja Audit Tahunan dapat dilihat dalam
Lampiran 5 Pedoman ini.
Unit yang melaksanakan fungsi perencanaan mendistribusikan
PKAT yang telah disahkan kepada Inspektur dan masing-masing unit
yang melaksanakan fungsi audit serta unit yang melaksanakan fungsi

tata usaha.

PKAT ...
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PKAT yang telah disahkan dikirimkan kepada Bupati yang
berwenang untuk menetapkan kebijakan pengawasan daerah dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengawasan daerah agar
tidak terjadi pengawasan yang tumpang tindih. Bagan arus penyusunan

PKAT tampak pada Gambar 2 di bawah ini.

Unit yang Unit yang

melaksanakan Unit melaksanakan
Fungsi Pelaksana Fungsi Tata Inspektur Bupati

Perencanaan Audit Usaha

RENCANA
LIMA TAHUN

USULAN
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\__/_
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RENCANA
\__/_

USULAN
RENCANA

RENCANA PENGESAHAN
AUDIT RENCANA PP
\_/_

RENCANA
SAH
\_/_

|
| =>»| RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA

SAH SAH SAH SAH

~ ]

BAB IV ...
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BAB IV

PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PENYUSUNAN
RENCANA DAN PROGRAM KERJA AUDIT

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya

manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tahapan

yang diperlukan dalam audit yang baik adalah penyusunan rencana dan

program kerja audit pada tingkat tim audit yang memenuhi kriteria dan

rnemadai.

Uraian mengenai penyusunan rencana dan program kerja audit

pada tingkat tim audit adalah:

1.

Penyusunan rencana dan program kerja audit pada tim audit
adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh tim audit sebelum
melaksanakan tugas audit.

Berdasarkan rencana audit, tim audit menyusun program kerja
audit.

Penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim

audit ini harus dibuat untuk setiap penugasan yang diberikan.

2. Standar Audit Terkait

Standar audit yang terkait dengan penyusunan rencana audit pada

tingkat tim audit adalah:

1.

Dalam setiap penugasan audit kinerja, auditor harus
menyusun rencana audit.

Pada saat membuat rencana audit, auditor/pengawas
pemerintahan harus menetapkan sasaran, ruang lingkup,

metodologi, dan alokasi sumber daya.

3. Pada ...
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3. Pada saat merencanakan pekerjaan audit kinerja,
auditor/pengawas pemerintah harus mempertimbangkan berbagai
hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan
auditi  terhadap  peraturan perundang-undangan, kecurangan
dan ketidakpatutan (abuse).

4. Dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor/pengawas
pemerintahan harus menyusun rencana audit. Rencana audit
tersebut harus dievaluasi dan, bila perlu, disempurnakan selama
proses audit investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan

hasil audit investigatif di lapangan.

3. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu penyusunan rencana dan
program kerja audit pada tingkat tim audit dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi auditor/pengawas pemerintahan dalam
mengendalikan mutu bagi kegiatan penyusunan rencana dan program
kerja audit.

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar auditor/pengawas
pemerintahan mampu menyusun rencana dan program kerja audit yang

baik.

B. PENGENDALIAN MUTU ATAS PENYUSUNAN RENCANA DAN
PROGRAM KERJA AUDIT PADA TINGKAT TIM AUDIT

Dalam menyusun rencana dan program kerja audit pada tingkat
tim audit, tim audit harus melakukan kegiatan penetapan sasaran,
ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya dengan

mempertimbangkan:

1. Laporan hasil audit sebelumnya, tindak lanjut atas
rekomendasi yang material berkaitan dengan sasaran audit;
Sasaran audit dan pengujian yang diperlukan;

3. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi organisasi,
program, aktivitas dan fungsi;

4. Sistem pengendalian intern termasuk aspek lingkungan;

5. Kemungkinan ...
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Kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
Pemahaman hak dan kewajiban, hubungan timbal balik dan
manfaat audit bagi kedua pihak;

Pendekatan audit yang efisien dan efektif; dan

Bentuk dan isi laporan hasil audit.

Prosedur pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan

program kerja audit pada tingkat tim audit adalah:

1.

Berdasarkan pada Program Kerja Audit Tahunan, Penanggung
Jawab kemudian menunjuk tim audit yang akan melaksanakan
fungsi audit. Tim tersebut terdiri dari Penanggung Jawab Teknis,
Ketua Tim dan Anggota Tim. Ketua tim ditugaskan untuk
melengkapi Kartu Penugasan sebanyak rangkap 2 (dua), satu
dimasukan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) dan satu disampaikan
kepada Penanggung Jawab Teknis;

Ketua tim yang sudah ditunjuk selanjutnya mengusulkan alokasi
anggaran waktu pemeriksaan yang disediakan kepada setiap jenis
pekerjaan (kegiatan) dalam proses audit tersebut. Sebagai
pengendaliannya Ketua Tim harus melengkapi Formulir Alokasi

Anggaran dan Waktu;

Penanggungjawab Teknis harus memberikan  persetujuan
atas alokasi anggaran waktu tersebut dengan membubuhkan
tanda tangan dalam formulir tersebut. Formulir ini disimpan dalam
KKA agar dapat dipakai sebagai acuan dari pelaksanaan kegiatan

audit;

4. Ketua tim ...
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4. Ketua tim dibantu oleh anggota tim kemudian melakukan analisis
atas data auditi. Selanjutnya akan ditetapkan sasaran, ruang
lingkup, dan metodologi yang akan dipakai. Juga akan
dilakukan analisis terhadap pengendalian intern auditi dan
kepatuhan auditi terhadap peraturan perundang-
undangan  serta kemungkinan kecurangan yang  dilakukan
oleh auditi. Perkembangan pelaksanaan pekerjaan (kegiatan) ini
dituangkan dalam Laporan Mingguan, yang sebaiknya diisi secara

bertahap (harian);

5. Dari hasil analisis tersebut maka ketua tim bersama dengan
anggota tim akan menyusun rencana audit dalam bentuk
Program Kerja Audit yang menjabarkan secara rinci tentang
langkah-langkah yang akan ditempuh sehubungan dengan
pelaksanaan audit. Program Kerja Audit ini kemudian akan
disahkan oleh Penanggung Jawab Teknis dan diketahui
oleh Penanggungjawab;

6. Setelah diperoleh Program Kerja Audit maka Penanggung
Jawab Teknis sekaligus akan mengisi Formulir Check List, sebagai
pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan audit pada

tingkat tim audit ini.

Contoh Kartu Penugasan, Formulir Alokasi Anggaran Waktu,
Laporan Mingguan, Program Kerja Audit dan Formulir Check List dapat
dilihat dalam Lampiran 6, 7, 8, 9 dan 10. Formulir ini dapat

dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan yang ada di lapangan.

BAB V...
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BAB V

PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU SUPERVISI] AUDIT

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Pengawasan atau supervisi diperlukan untuk membantu
penyusunan rencana audit yang efisien dan efektif, untuk dapat
mengoreksi jika terjadi penyimpangan atau terdapatnya kondisi yang
berubah dan memberikan arahan audit yang lebih baik serta tepat.
Dalam standar audit disebutkan, pada setiap tahap audit kinerja dan
investigatif, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk
memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan
meningkatnya kemampuan auditor. Supervisi ini harus dilakukan pada
seluruh tahapan audit secara berjenjang yaitu ketua tim mensupervisi
anggota timnya, Penanggung Jawab Teknis mengawasi tim audit yang
dibawahinya dan Penanggung Jawab melakukan supervisi seluruh kerja

audit yang dilaksanakan.

2. Standar Audit Terkait

Standar pelaksanaan audit yang kedua menyebutkan bahwa
supervisi harus dilaksanakan pada setiap tahapan audit agar dicapai
sasaran audit yang ditetapkan, terjaminnya kualitas yang tinggi, dan

meningkatnya kemampuan auditor.

3. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu supervisi audit dimaksudkan untuk
memberikan panduan dalam menjamin terselenggaranya suatu
supervisi yang bermutu tinggi, sesuai dengan tugas, kewenangan
dan tanggung jawabnya masing masing serta terdokumentasi dengan
lengkap, rapi, jelas dan bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit

dan keperluan lainnya.

Pedoman ...
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Pedoman ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan kerja audit
memperoleh supervisi yang cukup dan memadai sehingga tercapai suatu

audit yang bermutu tinggi.

B. PENGENDALIAN SUPERVIS1 OLEH KETUA TIM

Ketua tim selain mempunyai tugas sebagai pemimpin tim dalam
melaksanakan tugas audit di lapangan juga mempunyai tugas

mengawasi anggota timnya.

Pengawasan ketua tim terhadap anggota timnya dilakukan
secara langsung pada setiap kesempatan selama kerja audit
berlangsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui reviu KKA
yang dibuat oleh anggota tim yang bersangkutan dan untuk KKA yang
telah sesuai dengan tujuannya akan ditandai dengan paraf ketua tim di
KKA yang bersangkutan sebagai tanda telah mendapat reviu dan

disetujui KKA-nya.

C. PENGENDALIAN SUPERVIS]1 OLEH PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

Penanggung Jawab Teknis bertugas mengawasi tim audit yang
berada di bawahnya. Secara berkala Penanggung Jawab Teknis akan
mendatangi tim audit yang sedang berada di lapangan atau menerima
pertanyaan dari ketua timnya secara lisan untuk menangani kerja audit

yang memerlukan keputusan dari Penanggung Jawab Teknis.

Penanggung Jawab Teknis wajib melakukan kunjungan kepada tim
audit, salah satunya harus dilakukan pada saat rapat penyelesaian
audit di lapangan. Penanggung Jawab Teknis melakukan reviu atas
KKA yang dibuat oleh ketua tim. Dokumentasi kerja Penanggung Jawab
Teknis dicatat dalam suatu lembar kerja yang disebut formulir supervisi

Penanggung Jawab Teknis.

Formulir supervisi Penanggung Jawab Teknis tersebut dapat dilihat
pada Lampiran 12. Formulir supervisi ini disediakan oleh ketua tim,
diisi oleh Penanggung Jawab Teknis dan ketua tim, satu lembar
disimpan sebagai Kertas Kerja Audit (KKA) dan satu lembar lagi menjadi

arsip Penanggung Jawab Teknis yang bersangkutan.

D. PENGENDALIAN ...
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D. PENGENDALIAN SUPERVIS]I OLEH PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab melakukan tugas pengawasan terhadap
semua tim audit dan Penanggung Jawab Teknis atas kerja audit yang
dilakukannya melalui reviu atas formulir supervisi oleh Penanggung
Jawab Teknis dan konsep laporan yang disampaikan, melakukan reviu
langsung dengan Penanggung Jawab Teknis dan ketua tim dalam suatu
rapat reviu, memberikan komentar atas kinerja audit dan mengisi
formulir supervisi untuk mengkomunikasikan hasil reviunya. Formulir
supervisinya sama dengan formulir supervisi Penanggungjawab Teknis

dan disediakan oleh ketua tim.

BAB VI ...
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BAB VI

PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN AUDIT

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Pelaksanaan audit merupakan bagian terpenting dari tugas audit
karena itu pengendalian mutu pelaksanaan audit menjadi sangat
penting. Kesesuaian dengan rencana audit, kesesuaian dengan program
audit dan kesesuaian dengan standar audit menjadi perhatian utama

agar pelaksanaan audit mempunyai mutu yang tinggi.

Peran ketua tim audit dalam pelaksanaan audit adalah
mengkoordinasikan tim audit dalam mencapai tujuan audit,
berkomunikasi dengan auditi mengenai kerja audit, hambatan yang
dijumpai, mencari  solusi, mengembangkan  temuan audit,
mengkomunikasikan kerja audit dengan Penanggung Jawab Teknis dan
dengan Penanggung Jawab bersama dengan Penanggung Jawab Teknis,
mengomunikasikan temuan dan rekomendasi audit serta memperoleh
kesepakatan atas rekomendasi yang diberikan, dan mendokumentasikan
kerja audit dalam kertas kerja audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa
peran ketua tim sangat menentukan terselenggaranya suatu kerja

audit yang akan menghasilkan audit yang bermutu tinggi.

2. Standar Audit Terkait

Standar audit menyebutkan bahwa bukti audit harus
dikumpulkan dan dilakukan pengujian untuk menyimpulkan dan
mendukung temuan hasil audit. Temuan hasil audit yang diperoleh

harus dikembangkan secara memadai.

3. Maksud ...
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3. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan audit dimaksudkan
untuk  memberikan panduan bagi APIP dalam  menjamin
terselenggaranya suatu pelaksanaan audit yang bermutu tinggi, sesuai
dengan rencana, sesuai dengan program audit dan sesuai dengan
standar audit serta terdokumentasi dengan lengkap, rapi, jelas dan

bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit.

Pedoman ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan pengumpulan
dan pengujian bukti untuk menyimpulkan dan mendukung temuan

hasil audit sesuai dengan standar audit.

B. PEDOMAN PENGENDALIAN WAKTU AUDIT

Waktu audit dimulai saat masuk sampai dengan selesai
pelaksanaan audit telah direncanakan dalam PKAT. Ketepatan waktu
mulai audit sering terkendala sehingga waktu mulai masuk menjadi
lebih cepat atau mundur yang akhirnya akan merubah waktu selesainya

audit.

Ketepatan waktu audit ini harus secara ketat dilaksanakan, sebab
hal ini akan menjadi sumber terjadinya tumpang tindih audit atau
terjadinya audit yang bertubi-tubi. Karena itu jika ada perubahan waktu
mulai audit, Inspektur harus terlebih dahulu mengkomunikasikan
perubahan dengan auditi supaya audit yang tumpang tindih atau

audit yang bertubi-tubi dapat diminimalkan.

Ketua tim harus mengendalikan waktu penyelesaian pelaksanaan
audit untuk dirinya sendiri dan anggota timnya berdasarkan anggaran
waktu dalam program kerja audit yang dipantau melalui laporan

mingguan pelaksanaan tugas audit.

Ketua ...
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Ketua tim dibantu oleh anggota tim melakukan pengumpulan dan
pengujian bukti, melakukan analisis, evaluasi, konfirmasi dan prosedur
audit lainnya. Perkembangan pengumpulan dan pengujian bukti ini

dituangkan dalam Laporan Mingguan Pelaksanaan Audit.

Laporan mingguan pelaksanaan tugas audit dapat dilihat pada

Lampiran 13 Pedoman ini.

C. PEDOMAN PENGENDALIAN KESESUAIAN DENGAN PROGRAM
KERJA AUDIT

Pada program kerja audit yang telah mendapat pengesahan, atau
perubahannya jika ada, diisikan pada kolom realisasi sehingga dari
daftar program kerja audit tersebut dapat dikendalikan kesesuaian kerja
audit dengan program kerja audit. Contoh program kerja audit untuk

mengisi realisasi dapat dilihat pada Lampiran 9.

Pemeriksaan dan pengesahan program audit harus diberikan
sebelum audit dilaksanakan, yaitu dalam tahap perencanaan audit.
Kolom realisasi dan referensi diisi setelah audit dilaksanakan secara

bertahap.

D. PEDOMAN PENGENDALIAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit adalah hasil yang diperoleh dari audit baik berupa
temuan positif maupun temuan negatif. Setiap temuan harus
dikembangkan melalui unsur-unsurnya dan rekomendasi yang diberikan

yaitu :

1. Kondisi;

2. Kiriteria;

3. Penyebab; dan

4. Akibat.

Temuan ...
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Temuan yang telah dikembangkan harus dibahas dan disetujui
oleh Penanggung Jawab Teknis. Temuan yang telah disetujui
Penanggung Jawab Teknis agar dikomunikasikan dengan pimpinan

auditi sebelum atau pada saat penyelesaian audit di lapangan.

Hasil dari pengkomunikasian temuan tersebut didokumentasikan,
diberi tanggal, ditandatangani oleh auditor dan auditi sebagai tanda
persetujuan atas kesepakatan dan ketidaksepakatan terhadap temuan

dan rekomendasi yang diberikan.

Pada dokumentasi kesepakatan harus berisi kesanggupan
pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan

oleh auditor paling lama 60 (enam puluh) hari setelah LHA diterima.

E. PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN HASIL AUDIT

Dokumen hasil kerja audit yang biasa juga disebut kertas kerja
audit (KKA) merupakan bukti audit dan catatan lainnya yang akan
mendukung temuan dan kesimpulan auditor dari audit yang
dilaksanakannya. Oleh karena itu Anggota Tim dan Ketua Tim serta
Penanggung Jawab Teknis harus membuat KKA yang akan mendukung
temuan dan kesimpulan hasil audit. KKA tersebut harus ditelaah
secara berjenjang, yaitu Ketua Tim menelaah KKA yang dibuat oleh
Anggota Tim, Penanggung Jawab Teknis menelaah KKA yang dibuat oleh
Ketua Tim dan pengendali mutu menelaah KKA yang dibuat oleh

Penanggung Jawab Teknis.
Format KKA harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Standar untuk substansi audit :

Berkaitan dengan tujuan audit.
Rincian yang singkat dan jelas.
Penyajian yang jelas.

Cermat dan teliti.

ook b=

Tidak ada pos terbuka (pending matter), setelah audit selesai harus
tidak ada lagi pos terbuka yang masih memerlukan penjelasan atau

audit tambahan.

Standar ...



- 35 -

b. Standar format :

Harus mempunyai judul.
2. Penataan format, seperti judul yang layak, spasi, dan ukuran yang
memadai.
Rapi dan mudah dibaca.
Diindeks silang (dibuat indeks yang saling berhubungan).

Terdapat nama dan paraf pembuat dan pereviu KKA.

c. KKA pokok harus memuat :

1. KKA perencanaan audit, terdiri dari :
a. KKA pengumpulan informasi;
b. KKA survei pendahuluan;
c. KKA evaluasi SPIP; dan
d. KKA program audit.

2. KKA pelaksanaan audit yang terdiri dari :
a. KKA pengujian pengendalian;
b. KKA pengujian substansi;
c. KKA pengembangan temuan; dan

d. KKA kesepakatan atau ketidaksepakatan temuan dan
rekomendasi

3. Konsep laporan hasil audit final.

F. PEDOMAN PENGENDALIAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR
AUDIT

Standar audit pengumpulan dan pengujian bukti, sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
PER/O05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas
Intern Pemerintah, harus diikuti dalam pelaksanaan audit, karena

standar ini merupakan pedoman bagi auditor/pengawas

Pengawas ...
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pemerintahan Inspektorat Daerah agar pekerjaannya bermutu tinggi
dan menghasilkan hasil yang relatif sama bagi setiap

auditor/pengawas pemerintahan yang menerapkannya.

Pengendalian terhadap diikutinya standar audit dilakukan
dengan mengisi check list mengenai pelaksanaan audit. Check list

tersebut dapat dilihat pada Lampiran 14 Pedoman ini.

Bagan alir pengendalian pelaksanaan audit tampak pada Gambar
3 di bawah ini.

Penanggung P
Anggota TIM = enanggung
ge Ketua TIM Jawab Teknis Jawab
Laporan Laporan Laporan
Mingguan Mingguan dan Mingguan dan
Analisis Analisis
Di
. D Jum——
Dokumentasikan
Program Audit Program Audit Program Audit
dan Realisasi dan Realisasi dan Realisasi
Di .
Dokumentasikan
\_/_
KKA KKA KKA KKA

BAB VII ...
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BAB VII

PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PELAPORAN AUDIT

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari setiap
pelaksanaan audit. Laporan hasil audit (LHA) dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil
audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sarana bagi auditi
untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan
oleh auditor, serta sebagai alat untuk melakukan pemantauan tindak

lanjut rekomendasi auditor.

2. Standar Audit Terkait
Standar audit yang terkait dengan pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan
penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai segera
setelah selesai melakukan auditnya.

2. Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera,
yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan
audit.

3. Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang
dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.

4. Laporan hasil audit harus tepat waktu, lengkap, akurat,
objektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin.

5. Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi,
auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima
laporan  hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Maksud ...
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3. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaporan audit dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi auditor/pengawas pemerintahan dalam
menjamin tersusunnya laporan hasil audit yang mudah dimengerti oleh
pengguna, memenuhi unsur kualitas laporan dan didistribusikan
kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-

undangan.

Tujuan pengendalian mutu pelaporan audit adalah bahwa
auditor/pengawas pemerintahan dapat menghasilkan mutu laporan

hasil audit yang memenuhi standar audit.

B. PENGENDALIAN ATAS PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN

Prosedur untuk pengendalian atas penyusunan konsep laporan

hasil audit adalah sebagai berikut :

1. Konsep LHA disusun oleh Ketua Tim dengan dibantu oleh anggota
tim dengan berdasarkan hasil audit yang didokumentasikan dalam
kertas kerja audit (KKA) dan temuan audit yang telah
dikomunikasikan dengan auditi. Ketua tim dengan dibantu
anggota tim menyiapkan formulir Kendali Konsep Laporan dan
mengisi data awal, yaitu tentang auditi dan tim audit.

2. Selain formulir Kendali Konsep Laporan, Ketua Tim dan
Anggota Tim menyiapkan formulir Reviu Konsep Laporan, untuk
Penanggung Jawab Teknis dan Penanggung Jawab (Pengendali
Mutu).

3. Konsep Laporan yang telah selesai disusun oleh Ketua Tim, beserta
dengan formulir Kendali Konsep Laporan dan formulir = Reviu
Konsep Laporan, diserahkan oleh Ketua Tim kepada Penanggung

Jawab Teknis untuk direviu.

4. Jika ...
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Jika Penanggung  Jawab Teknis menemukan adanya
permasalahan atau pertanyaan dalam Konsep Laporan,
Penanggung Jawab Teknis menuliskan permasalahan atau
pertanyaan tersebut dalam formulir Reviu Konsep Laporan.
Permasalahan atau pertanyaan tersebut harus ditindaklanjuti oleh
Ketua Tim dan menuliskan tindak lanjut tersebut dalam
formulir Reviu Konsep Laporan.

Apabila Penanggung Jawab Teknis telah merasa puas dengan
konsep LHA, maka Konsep LHA beserta formulir Kendali Konsep
Laporan dan formulir Reviu  Konsep Laporan diserahkan
kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan ekspos.

Jika pada saat Penanggung Jawab menemukan adanya
permasalahan atau pertanyaan dalam Konsep Laporan,
Penanggung Jawab menuliskan permasalahan atau
pertanyaan tersebut dalam formulir Reviu Konsep Laporan.
Permasalahan atau pertanyaan tersebut harus ditindaklanjuti oleh
Penanggung Jawab Teknis dan Ketua Tim dan menuliskan
tindak lanjut tersebut dalam formulir Reviu Konsep Laporan.
Apabila Penanggung Jawab telah merasa puas dengan konsep
LHA, maka Konsep LHA beserta formulir Kendali Konsep Laporan
diserahkan kepada tim untuk difinalisasi. Formulir Reviu Konsep
Laporan diserahkan kepada tim audit untuk didokumentasikan
dalam KKA.

Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas penyusunan

konsep laporan hasil audit meliputi:

1.
2.

Formulir Pengendalian Penyusunan Laporan, Lampiran 15.
Formulir Reviu Konsep Laporan, Lampiran 16.
a. Reviu oleh Penanggung Jawab Teknis

b. Reviu oleh Penanggung Jawab.

C. PENGENDALIAN ...
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C. PENGENDALIAN ATAS FINALISASI DAN DISTRIBUS]1 LAPORAN

Prosedur untuk pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan

adalah sebagai berikut:

1.

Konsep LHA yang telah disetujui oleh Penanggung Jawab kemudian
difinalkan oleh tim audit.

LHA Final diserahkan oleh tim audit kepada Ketua Tim Audit untuk
dikoreksi, untuk memudahkan proses koreksi, Ketua Tim
menggunakan formulir check list Finalisasi Laporan.

LHA Final yang telah dikoreksi oleh Ketua Tim diserahkan kepada
unit yang melaksanakan fungsi Tata Usaha untuk diperbanyak dan
di jilid. Selain itu, unit yang melaksanakan fungsi Tata Usaha
menyiapkan surat pengantar untuk distribusi LHA.

LHA Final, formulir check list Finalisasi Laporan, dan surat
pengantar diserahkan kepada Penanggung Jawab Teknis untuk
direviu.

LHA Final, forrnulir check list Finalisasi Laporan, dan surat
pengantar yang telah direviu oleh Penanggung Jawab Teknis
kemudian diserahkan kepada Penanggung Jawab  untuk
ditandatangani.

LHA Final, formulir check list Finalisasi Laporan beserta surat
pengantar kemudian diserahkan kepada Inspektur, kemudian
Inspektur menandatangani surat pengantar.

LHA Final, beserta surat pengantar yang telah ditandatangani
kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang diberi
kewenangan, setidaknya kepada:

a. Bupati

b. Auditi

c. Perwakilan BPK-RI setempat

d. Arsip

Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas finalisasi dan

pendistribusian laporan adalah formulir check list Penyelesaian

Laporan, dapat dilihat pada Lampiran 17 Pedoman ini.

BAB VIII ...
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BAB VIII

PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Setelah pelaksanaan audit diselesaikan dan laporan hasil audit
diterbitkan, Inspektorat Daerah harus menyampaikan laporan tersebut
kepada Bupati dan tembusan kepada auditi serta pihak-pihak yang
terkait. Hal ini dimaksudkan agar auditi mengetahui kelemahan yang
ada di dalam organisasinya dan menindaklanjuti rekomendasi yang
telah disampaikan melalui laporan tersebut. Pemantauan tindak lanjut
hasil audit harus dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki
kelemahan dan kesalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan
kinerja organisasinya. Selain itu, Inspektorat Daerah harus memantau
pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan auditi untuk memastikan
bahwa semua rekomendasi sudah dilaksanakan dengan tepat, sehingga

keefektifan pelaksanaan audit bisa tercapai.

Pemantauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan
untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau
perbaikan, yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi
auditor/pengawas pemerintahan berdasarkan temuan audit yang
dilaporkan, termasuk temuan- temuan yang berkaitan yang diperoleh
oleh auditor ekstern atau auditor lainnya, sesuai dengan mekanisme
penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang

ditetapkan.

2. Standar ...
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2. Standar Audit Terkait
Standar audit yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit adalah:

1. Inspektorat Daerah harus mengkomunikasikan kepada auditi
bahwa tanggungjawab untuk menyelesaikan atau melakukan
tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi berada pada
auditi.

2. Inspektorat Daerah harus memantau dan mendorong tindak lanjut
atas temuan dan rekomendasi.

3. Inspektorat Daerah harus melaporkan status temuan beserta
rekomendasi hasil audit sebelumnya yang belum dilakukan tindak

lanjut.
3. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak
lanjut ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Inspektorat
Daerah dalam memantau dan mengevaluasi tindakan koreksi yang
dilakukan oleh audit atas temuan dan rekomendasi yang diberikan agar
temuan dan rekomendasi yang telah dihasilkan oleh auditor/pengawas

pemerintahan menjadi bermanfaat bagi auditi.

Sedangkan tujuan pedoman pengendalian mutu pelaksanaan
pemantauan tindak lanjut adalah agar auditi memahami dan
memperbaiki kesalahan yang terjadi sehingga kinerja auditi dapat
dicapai secara maksimal. Keefektifan hasil audit dapat dinilai antara lain
dari tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi atas rekomendasi

auditor/pengawas pemerintahan.

B. KEWAJIBAN ...
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B. KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada
pimpinan auditi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang
menyatakan bahwa "pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan
tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya".
Pelaksanaan tindak lanjut tersebut merupakan bagian kegiatan

pemantauan sistem pengendalian intern yang ada.

Di sisi lain, Inspektorat Daerah berkewajiban untuk memantau
pelaksanaan tindak lanjut hasil audit untuk menjamin keefektifan
pelaksanaan audit. Hal ini dinyatakan dalam standar audit kinerja yang
menyatakan bahwa Inspektorat Daerah harus memantau dan
mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi. Demikian
juga dalam standar audit investigatif dinyatakan bahwa Inspektorat
Daerah harus memantau tindak lanjut hasil audit investigatif yang

dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.

Inspektorat Daerah harus memasukan kegiatan pemantauan
tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan, dan kegiatan
pemantauan tersebut sebaiknya ditugaskan kepada Tim Pemantauan
Tindak Lanjut yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim dan
Anggota yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada setiap pelaksanaan audit
ulangan atas suatu auditi, tim pemantauan harus melihat apakah
rekomendasi dari laporan hasil audit terdahulu telah ditindaklanjuti.
Tim bertanggung jawab untuk memberitahukan langkah-langkah yang
harus dilakukan auditi agar tindak lanjut hasil audit bisa dilaksanakan

dengan efektif dan tepat waktu.

Dalam memutuskan penyelesaian tindak lanjut yang belum tuntas,
tim harus mempertimbangkan pelaksanaan prosedur dengan sifat tindak

lanjut yang sama yang dilakukan oleh auditi yang lain.

Pelaksanaan ...
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Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewajiban manajemen
auditi, sedang pemantauan atas pelaksanaan tersebut menjadi tanggung
jawab Inspektorat Daerah melalui Tim Pemantauan Tindak Lanjut. Agar
pemantauan tersebut bisa berjalan dengan efektif, Tim harus membuat
prosedur pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang didasarkan pada

tingkat kesulitan, ketepatan waktu, pertimbangan risiko dan kerugian.

Untuk temuan audit yang sangat penting, auditi harus
melaksanakan tindak lanjut secepat mungkin dan Tim harus terus
memantau tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditi tersebut karena

dampak dari temuan tersebut sangat besar.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut agar semua
rekomendasi atas temuan audit dapat dilakukan tindak lanjut secara

tuntas dan tepat sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan hasil audit, Ketua Tim Pemeriksa membuat
formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak
lanjut. Formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan
tindak lanjut tersebut kemudian diserahkan ke unit yang
melaksanakan fungsi pelaporan untuk diinput ke dalam daftar
temuan.

2. Unit yang melaksanakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar
temuan tersebut kepada Tim Pemantau Tindak Lanjut.

3. Tim Pemantau Tindak Lanjut melakukan verifikasi atas laporan
tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi. Bila dianggap perlu
tim pemantau dapat melakukan pengujian terhadap tindak lanjut
yang dilakukan oleh auditi.

4. Untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau
melaporkan kepada Inspektur termasuk risiko yang masih ada.
Berdasarkan laporan tersebut, Inspektur menyampaikan surat
kepada auditi untuk melakukan tindakan tambahan sehingga
tindak lanjut menjadi lengkap dan efektif.

5. Tindak ...
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Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam
daftar/matrik temuan audit. Tindak lanjut dinyatakan telah selesai
dan sesuai, maka pada kolom keterangan dicantumkan kata "sudah
selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai

dan belum dilakukan tindak lanjut".

Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui,
Inspektur menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan
pertama kepada pimpinan auditi atas rekomendasi yang belum

ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang.

Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak
lanjut belum dilakukan auditi, maka Inspektur menerbitkan surat

peringatan kedua.

Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit
tindak lanjut tidak juga dilakukan, maka Inspektur membuat surat
pemberitahuan kepada Bupati untuk selanjutnya diserahkan ke

Majelis TP-TGR.

Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak
lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak

lanjut yang masih kurang.

Pemutakhiran tersebut dilakukan minimal sekali dalam setahun
dan dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani

pirnpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut.

Agar pelaksanaan tindak lanjut efektif, perlu dilakukan teknik-

teknik sebagai berikut:

1.

Laporan hasil audit ditujukan kepada tingkatan manajemen yang
dapat melakukan tindak lanjut.

Tanggapan auditi terhadap temuan audit diterima dan dievaluasi
melalui informasi pelaksanaan tindak lanjut yang direncanakan
selama audit berlangsung atau dalam waktu yang wajar setelah

audit berakhir.

3. Laporan ...
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3. Laporan perkembangan kemajuan tindak lanjut diterima dari
auditi secara periodik.
4. Status tindak lanjut dari pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan

kepada pimpinan auditi.

Formulir Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut yang dibuat
oleh ketua tim untuk unit yang akan melaksanakan fungsi administrasi

tindak lanjut dapat dilihat pada Lampiran 18 Pedoman ini.

Semua formulir dan bukti pendukung yang terkait dengan tindak
lanjut temuan audit harus didokumentasikan dengan baik dan
dipisahkan antara temuan yang rekomendasinya sudah tuntas
diselesaikan dengan temuan yang masih terbuka (yang rekomendasinya

belum atau belum semua dilakukan tindak lanjut).

Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi harus
dilaporkan melalui formulir laporan tindak lanjut temuan audit.

Formulir tersebut dapat dilihat pada Lampiran 19 Pedoman ini.

Formulir laporan pemantauan tindak lanjut yang harus diisi dan
disampaikan oleh tim pemantau tindak lanjut atas hasil pemantauan

yang telah dilakukannya dapat dilihat pada Lampiran 20 Pedoman ini.

Pemutakhiran atas status temuan yang belum ditindaklanjuti oleh
auditi dituangkan dalam sebuah Berita Acara Pemutakhiran Data

sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 21 Pedoman ini.

BAB IX ...
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BAB IX

PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU
TATA USAHA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Ketatausahaan merupakan pengendalian unsur penunjang audit
termasuk bagaimana sumber daya manusia sebagai pelaksana audit
dikendalikan. Tata usaha tidak berperan langsung dalam audit, namun
peran ini menunjang pelaksanaan pekerjaan audit dari
perencanaan audit sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil
audit. Oleh karena itu, peran tata usaha tidak boleh diabaikan dalam

pelaksanaan audit.

Ketatausahaan berjalan melalui prosedur dan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh organisasi. Ketatausahaan dalam memfasilitasi
pelaksanaan audit mengikuti pelaksanaan kegiatan audit mulai dari
perencanaan audit sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil

audit.

Selain memfasilitasi pelaksanaan audit, ketatausahaan juga terkait
dengan pengelolaan sumber daya manusia, proses tata kearsipan yang
mengatur mengenai persuratan, dan formulir-formulir yang
digunakan dalam kegiatan audit sampai dengan proses pengarsipan

dan penyimpanannya.

Sumber ...
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Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam
penyelenggaraan audit, karena merupakan sumber daya yang dapat
menggerakkan sumber daya lainnya. Jika suatu organisasi yang sudah
lengkap prasarana dan sarananya tapi tidak mempunyai sumber daya
manusia maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
Pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan apa yang
telah diatur oleh organisasi. Sumber daya manusia yang diharapkan
oleh organisasi adalah sumber daya manusia yang unggul, baik dari
segi kecerdasan, keterampilan, kepemimpinan dan kesehatan jasmani

serta rohani.

2. Standar Audit Terkait

Standar audit yang berkaitan dengan tata usaha dan sumber daya

manusia adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah harus mengelola dan memanfaatkan sumber
daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif, serta
memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang
mempunyai risiko besar.

2. Inspektorat Daerah harus menyusun kebijakan dan prosedur
untuk mengarahkan kegiatan audit.

3. Auditor/pengawas pemerintahan harus mempunyai pengetahuan,
keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk
melaksanakan tanggungjawabnya.

4. Auditor/pengawas pemerintahan harus secara terus-menerus

meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi audit.

3. Maksud Dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya
manusia dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi tata usaha
Inspektorat Daerah dalam melakukan tugasnya sebagai penunjang

tugas-tugas audit dan tugas lainnya.

Tujuan ...
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Tujuan pedoman ini adalah agar terselenggaranya tugas-tugas

audit yang didukung oleh:

1. Ketatausahaan yang memadai.
2. Tata arsip yang tertib, rapi, dan mudah diperoleh.

3. Sumber daya manusia yang kompeten.

B. TATA USAHA
1. Pengantar

Ketatausahaan adalah unsur penunjang bagi kegiatan audit.
Pengelolaan ketatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan unit

organisasi yang merupakan tanggung jawab Inspektur.

Agar tujuan pengelolaan ketatausahaan dapat dicapai, diperlukan
kebijakan dan prosedur sebagai acuan dan landasan bagi setiap
pelaksanaan kegiatan. Bentuk dan isi kebijakan serta prosedur
disesuaikan dengan ukuran dan struktur Inspektorat Daerah serta

kerumitan pekerjaan.

Inspektorat Daerah harus membuat kebijakan dan prosedur formal
yang menyeluruh sebagai pedoman untuk memfasilitasi tugas

auditor/pengawas pemerintahan.
2. Tujuan Ketatausahaan

Ketatausahaan yang baik mempunyai pengaruh signifikan dalam
pencapaian tujuan audit. Sarana dan prasarana pelaksanaan audit
didukung dari ketatausahaan, seperti pengadaan alat tulis kantor,
formulir-formulir yang digunakan dalam kendali mutu, pengurusan
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sampai pengarsipan laporan
hasil audit dan pemantaun tindak lanjut. Dengan demikian
pelaksanaan ketatausahaan yang tertib sangat dibutuhkan bagi

Inspektorat Daerah.

3. Lingkup ...
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3. Lingkup Tugas Ketatausahaan

Ketatausahaan melaksanakan pekerjaan untuk menunjang

kegiatan utama, yaitu:

1.

Menyediakan informasi terhadap tujuan, wewenang dan
tanggungjawab Inspektorat Daerah dan pernyataan tersebut
ditempel di dinding ruang kantor dan yang berupa lembaran
pernyataan yang didistribusikan kepada auditi.

Mencetak dan memperbanyak informasi terhadap tujuan,
wewenang, dan tanggungjawab Inspektorat Daerah serta
membagikan dan menyimpannya untuk file dan arsip.
Menyebarluaskan peraturan dan edaran yang perlu diketahui
semua staf, diperbanyak sejumlah yang dibutuhkan (jika memang
beberapa staf perlu menyimpan peraturan atau edaran tersebut),
dan jika hanya untuk diketahui maka cukup dicopy satu lembar
dan ditempelkan di papan pengumuman kantor.

Mencetak dan memperbanyak seperlunya rencana kegiatan jangka
panjang, rencana kegiatan tahunan dan rencana lainnya.

Mencetak dan menyediakan formulir-formulir dan alat tulis
menulis untuk pelaksanaan kerja, mengadministrasikannya,
menyimpan dan memberikan kepada yang memerlukan, dengan
menggunakan formulir permintaan yang ditandatangani.
Menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh para
auditor/pengawas pemerintahan, meminjamkan dengan melalui
formulir peminjaman atau memberikan tanggung jawab kepada
staf yang memerlukan peralatan tersebut secara terus menerus,
dengan melalui surat keputusan yang harus disetujui oleh

pejabat yang berwenang, misalnya untuk note book,
kalkulator dan kamera.

Mencetak surat tugas, surat perjalanan dinas dan surat
lainnya yang mendukung tugas auditor/pengawas pemerintahan.

Mencetak Laporan Hasil Audit dan mendistribusikannya.

9. Menyimpan ...
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9. Menyimpan Kertas Kerja Audit (KKA) dan Laporan Hasil Audit
yang telah selesai dan telah disetujui oleh Penanggung Jawab
dengan memberikan tanda terima.

10. Menetapkan prosedur peminjaman KKA, baik untuk keperluan
internal maupun eksternal.

11. Menyusun dan mencetak laporan kegiatan pengawasan.

12. Memberikan pelayanan pada pihak luar.

Formulir-formulir yang digunakan tersebut didokumentasikan
dengan baik di unit yang melaksanakan fungsi tata usaha yang terkait
untuk bukti kegiatan dan pengendalian. Beberapa formulir dan surat
yang digunakan dalam kegiatan ketatausahaan dapat dilihat pada

Lampiran 22 s.d. 26 Pedoman ini.

C. TATA KEARSIPAN

1. Pengantar

Kegiatan pengarsipan merupakan salah satu tugas dari
ketatausahaan. Pengelolaan arsip harus dilakukan sedemikian rupa
untuk menghindari adanya kehilangan atau kesulitan pencariannya

maupun pemusnahan arsip yang tidak semestinya.

2. Tujuan

Tujuan pengelolaan arsip adalah agar arsip baik yang aktif
maupun tidak aktif dapat ditemukan dengan cepat dan tepat agar
dapat menunjang kelancaran tugas audit. Selain itu, pengelolaan
arsip bertujuan agar pengurangan arsip dapat berjalan dengan efisien

dan efektif.

3. Jenis Arsip

Menurut lokasi penyimpanannya, sistem kearsipan berkas audit
dibedakan menjadi arsip unit yang melaksanakan fungsi audit dan arsip

pusat (central file).

1. Arsip ...
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Arsip unit yang melaksanakan fungsi audit

Arsip ini hanya menyimpan berkas-berkas yang berhubungan
dengan unit yang melaksanakan fungsi audit yang bersangkutan
saja. Berkas yang disimpan dalam arsip tersebut umumnya berupa
kertas kerja audit dengan perangkat pendukungnya serta surat-

surat masuk dan/atau keluar.

Arsip Pusat

Arsip Pusat adalah berkas-berkas audit yang penyimpanannya
dilakukan secara terpusat oleh suatu unit yang khusus menangani
masalah penyimpanan berkas dan unit tersebut biasanya tidak
diserahi tugas audit. Arsip Pusat menyimpan berkas-berkas dari
seluruh unit yang melaksanakan fungsi audit. Berkas yang
disimpan dalam arsip pusat bukan hanya berupa kertas kerja
audit dengan perangkat pendukungnya tetapi juga surat-surat
yang masuk dan/atau keluar. Berkas berupa kertas kerja audit
hanya berada pada satu tempat, yaitu pada arsip unit yang

melaksanakan fungsi audit atau di dalam Arsip Pusat.

Sistem kearsipan yang baik akan banyak memberikan manfaat
dalam audit serta akan menghemat waktu pencarian untuk
memperolehnya sehingga audit dapat dilaksanakan tepat waktu dan

informasi yang diperlukan mudah didapat.

Pengarsipan yang baik akan memperhatikan kegunaan file yang
disimpan dalam arti apakah suatu file masih digunakan dalam
tahun Dberjalan, hanya digunakan ketika ada kepentingan
tertentu, atau sama sekali tidak akan digunakan lagi. Oleh karena
itu, pengarsipan harus memilah dan mengelompokkan arsip-arsip
menurut kegunaannya, misalnya kelompok arsip aktif, arsip tidak
aktif tapi masih digunakan, dan arsip tidak aktif untuk

dimusnahkan atau disimpan di kantor arsip negara.

4. Pengurangan ...
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4. Pengurangan Arsip

Pengurangan arsip merupakan kegiatan untuk mengurangi
arsip yang tidak digunakan atau jarang digunakan lagi. Pengurangan

ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

1. Memindahkan arsip aktif menjadi arsip dengan status tidak
aktif jarang digunakan) dari arsip unit yang melaksanakan fungsi
audit ke arsip pusat.

2. Memindahkan arsip tidak aktif menjadi arsip dengan status statis
(tidak akan digunakan).

3. Memusnahkan arsip yang tidak berguna berdasarkan ketentuan

perundang- undangan.

D. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengantar

Inspektur harus menetapkan program untuk menyeleksi
dan mengembangkan sumber daya manusia pada unit

organisasinya. Tujuan program tersebut adalah:

1. Menetapkan pembagian tugas bagi tiap tingkatan
auditor/pengawas pemerintahan secara tertulis.

2. Menyeleksi auditor/pengawas pemerintahan yang memenuhi syarat
dan kompetensi.

3. Melatih dan menyediakan kesempatan untuk pendidikan
berkelanjutan bagi para auditor/pengawas pemerintahan.

4. Menilai kinerja auditor/pengawas pemerintahan sekurang-
kurangnya setahun sekali.
Program tersebut dilaksanakan oleh fungsi yang menangani

sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah yang bersangkutan.

Dalam hal kekurangan tenaga auditor/pengawas pemerintahan

dimungkinkan untuk melakukan audit dengan join audit.

2. Menetapkan ...
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2. Menetapkan Pembagian Tugas Bagi Tiap Tingkatan

Auditor/Pengawas Pemerintahan

Audit oleh Inspektorat Daerah harus dilaksanakan oleh Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor/pengawas
pemerintahan dan/atau pihak lain yang diberi tugas, kewenangan,
tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas

nama Inspektorat Daerah.

Sesuai dengan jabatan fungsional, auditor/pengawas

pemerintahan dikelompokkan sebagai Anggota Tim dan Ketua Tim.

Inspektur menyusun secara tertulis uraian tugas, kewenangan,
dan tanggungjawab  masing-masing jabatan  auditor/pengawas

pemerintahan tersebut.

3. Menyeleksi Calon Auditor/Pengawas Pemerintahan Yang Memenuhi
Syarat

Para auditor/pengawas pemerintahan haruslah orang-orang yang
mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan teknis dan
kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkatan
pejabat/pegawai dalam organisasi. Untuk mengisi lowongan
auditor/pengawas pemerintahan, Inspektorat Daerah dapat mengambil
calon dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi. Pengambilan
dari dalam organisasi akan memudahkan penyesuaian karena calon
auditor/pengawas pemerintahan yang bersangkutan telah mengenal
organisasi dengan baik dan telah mempunyai pengalaman sebagai
pelaksana. Pengambilan pegawai dari luar organisasi dapat diperoleh
melalui seleksi PNS yang dilakukan oleh unit yang memiliki

kewenangan menyelenggarakan seleksi PNS.

Untuk mencapai mutu audit yang tinggi maka diperlukan kriteria
standar yang harus dimiliki para auditor/pengawas pemerintahan, yaitu

latar belakang pendidikan serta sikap dan perilaku.

Latar ...
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Latar belakang pendidikan para auditor/pengawas pemerintahan

serendah-rendahnya adalah Sarjana Strata-1 (S1) atau yang setara dan
memiliki sertifikasi JFA/JFP2UPD serta diharapkan memiliki sertifikat
profesional seperti CIA, CISA, CFE, QIA atau PIA.

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor/pengawas

pemerintahan adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan,

hukum, komunikasi, dan teknik substansi auditi.

Sikap dan perilaku tertentu yang perlu dimiliki oleh seorang

auditor/pengawas pemerintahan adalah:

1.

Kemampuan untuk menyesuaikan diri.
Kemampuan untuk menyesuaikan diri diperlukan karena
terdapatnya suasana dan keadaan yang berbeda dalam melakukan

audit.

Kemampuan untuk memahami sesuatu.

Kemampuan ini diperlukan karena dalam melakukan audit,
auditor/pengawas pemerintahan akan selalu berhubungan dengan
sesama manusia. Beragam keadaan manusia akan dijumpai dalam
audit. Ada yang menerima dengan sikap baik dan ada yang
menerima dengan sikap buruk. Auditor/pengawas pemerintahan
harus dapat pula menyelami perasaan/kondisi orang yang
dihadapinya sehingga dalam mengajukan pertanyaan yang

produktif tidak menimbulkan rasa tidak enak pada yang ditanya.

Ketetapan hati.

Sikap perilaku ini diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan
yang berat yang dengan susah payah harus dilalui. Hanya dengan
sikap mental yang berketetapan hati para auditor/pengawas
pemerintahan akan dapat menghadapi tekanan-tekanan yang
dapat membuat para auditor/pengawas pemerintahan menyimpang

dari tujuan audit.

4. Melatih ...
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4. Melatih Dan Menyediakan Kesempatan Untuk Pendidikan

Berkelanjutan Bagi Para Auditor/Pengawas Pemerintahan

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan mutu audit,
auditor/pengawas pemerintahan harus memelihara kompetensinya
melalui pendidikan profesional berkelanjutan, misalnya tentang
pemutakhiran metodologi dan  standar audit, penilaian atas
pengendalian intern, sampling audit, statistik, akuntansi, pemeriksaan
kinerja, dan sebagainya yang terkait langsung dengan penugasan audit.
Inspektur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
auditor/pengawas  pemerintahan telah memenuhi persyaratan
pendidikan berkelanjutan serta menyelenggarakan dokumentasi tentang

pendidikan yang sudah diselesaikan.

Unit yang melaksanakan fungsi ketatausahaan harus merancang
dan mengelola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sedemikian rupa
sesuai dengan kebutuhan auditor/pengawas pemerintahan dalam
melaksanakan tugas audit. Berdasarkan informasi dari Inspektur, unit
yang melaksanakan fungsi tata usaha harus merencanakan pendidikan
apa yang harus diberikan kepada auditor/pengawas pemerintahan
untuk memenuhi persyaratan keahlian di bidang audit. Data mengenai
pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh setiap
auditor/pengawas pemerintahan harus dikelola dengan baik agar
pelaksanaannya dapat diberikan secara merata dan proporsional sesuai
dengan tugas-tugas setiap auditor/pengawas pemerintahan.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan waktu luang

yang ada sesuai dengan rencana penugasan yang telah ditetapkan.

5. Menilai Kinerja Auditor/Pengawas Pemerintahan

Penilaian kinerja auditor/pengawas pemerintahan tersebut
harus mendasarkan pada penilaian kinerja per penugasan yang
dilakukan seorang auditor/pengawas pemerintahan dalam tahun

atau periode penilaian yang bersangkutan.

Penilaian ...
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Penilaian kinerja auditor/pengawas pemerintahan dilakukan
minimal sekali dalam setahun. Penilaian kinerja auditor/pengawas
pemerintahan harus telah terpola melalui peraturan, dilaksanakan
secara konsisten, dan mudah dimengerti. Penilaian kinerja
dilakukan dengan terbuka, jujur, adil, dan obyektif serta mempunyai
standar tertentu untuk mengukur pelaksanaan kerja yang

dilaksanakan secara konsisten.

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja auditor/pengawas
pemerintahan, penilaian dilakukan secara berjenjang, yaitu Ketua
Tim melakukan penilaian terhadap Anggota Timnya, Penanggung
Jawab Teknis melakukan penilaian terhadap beberapa Ketua Tim
yang berada di bawahnya, Penanggung Jawab menilai kinerja
beberapa Penanggung Jawab Teknis yang berada di bawahnya. Hasil
penilaian yang  diperoleh  hendaklah  didiskusikan dengan
auditor/pengawas pemerintahan yang dinilai sehingga
auditor/pengawas pemerintahan yang dinilai dapat memperbaiki
kinerjanya dan tidak salah pengertian jika kepadanya terdapat
perlakuan yang berbeda dengan auditor/pengawas pemerintahan

lainnya, misalnya dalam hal kenaikan pangkat.

Formulir penilaian kinerja auditor/pengawas pemerintahan atas

penugasan audit dapat dilihat pada Lampiran 27 Pedoman ini.

Penilaian atas kegiatan audit tersebut dimasukkan ke dalam
Kartu Penilaian Auditor/Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan
bersama-sama dengan penilaian kegiatan yang lainnya untuk
kemudian ditotal dan dihitung rata- ratanya. Kartu Penilaian Kinerja
Auditor/Pengawas Pemerintahan dapat dilihat pada Lampiran 28

Pedoman ini.

BUPATI WAY KANAN,
Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.
Pembina /IV.a
NIP. 19750926 200212 1 003
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JENIS - JENIS FORMULIR

TAHAPAN AUDIT JENIS FORMULIR
Rencana Strategis 1.  Formulir Tujuan, Sasaran dan Strategi
Perencanaan Audit 2. Formulir Peta Audit
3. Formulir Rencana Audit Jangka
Menengah Lima Tahunan
4.  Formulir Usulan Program Kerja Audit
Tahunan (UPKAT)
S.  Formulir Program Kerja Audit Tahunan
Penyusunan 6. Formulir Kartu Penugasan
Rencana dan 7.  Formulir Alokasi Anggaran Waktu Audit
Program Kerja Audit 8. Formulir Laporan Mingguan
pada Tingkat Tim 0. Program Kerja Agdit '
Audit 10. Formulir Chek List Penyelesaian
Penugasan Perencanaan
11. Notulensi Kesepakatan
Supervisi Audit 12. Formulir Lembar Reviu Supervisi
Pelaksanaan Audit 13. Formulir Laporan Mingguan Pengujian
dan Evaluasi
14. Check List Penyelesaian Pengujian dan
Evaluasi
Pelaporan Audit 15. Formulir Pengendalian Penyusunan
Laporan
16. Formulir Reviu Konsep Laporan
17. Formulir Check List Penyelesaian
Laporan
Pemantauan Tindak | 18. Formulir Konsep Temuan dan Rencana
Lanjut Hasil Audit TindakLanjut
19. Formulir Laporan Tindak Lanjut Tamuan
Audit
20. Formulir Laporan Pemantauan Tindak
Lanjut
Tata Usaha 22. Rencana Audit Dilihat dari Objek Audit
23. Perencanaan Petugas Audit
24. Anggaran Biaya Audit
25. Rekapitulasi Anggaran Biaya
26. Bon Peminjaman Berkas
27. Surat Tugas
28. Surat Penyampaian Temuan
Sumber Daya 29. Penilaian Kinerja Auditor/Pengawas
Manusia Pemerintahan Atas Penugasan Audit
30. Kartu Penilaian Kinerja

Auditor /Pengawas Pemerintahan




TUJUAN,SASARANDANSTRATEGIAUDIT

Lampiran I
Formulir KMA 1

Tujuan,SasarandanStrategi

PenanggungJawabSasarandanStrategi

Misi

Keterangan

2

3

5

AW N[ ==
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Lampiran II...




Lampiran II

Formulir KMA 2

PETAAUDIT
Besaran TenagaAuditor/PengawasPemerintah TenagaTataUsaha Saranadan Prasaranalnspektorat Dana
N S yangdimilikilnspektorat Inspektorat P
Audit | Fenanggung | Penanggung | Ketua | Anggota | oo | g Golll | Komputer | Kendaraan | Lainnya | SPPD | Lainnya
Jawab JawabTeknis Tim Tim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PETUNJUKPENGISIAN :
a. Kolom 1 diisi dengan nama auditi, seperti nama Instansi, Kegiatan,Program, Kontrak
b. Kolom 2 diisi dengan besaran risiko hasil pengukuran resiko yang telah dilakukan untuk tiap auditi
c. Kolom 3diisi dengan nama penanggung jawab
d. Kolom 4diisi dengan nama penanggung jawab teknis
e. Kolom 5 diisi dengan nama ketua tim
f. Kolom 6 diisi dengan nama anggota tim
g. Kolom 7 diisi dengan nama tenaga tata usaha golongan IV
h. Kolom 8 diisi dengan nama tenaga tata usaha golongan lll
i. Kolom...
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i. Kolom 9 diisi dengan nama tenaga tata usaha golongan Il
j- Kolom 10 diisi denganjenis saranalaptopdanPC

k. Kolom 11 diisi dengan jenis sarana transportasi

I. Kolom 12 diisi dengan jenis sarana lainnya

m.Kolom 13 diisi dengan total dana perjalanan dinas

n. Kolom 14 diisi dengan total dana untuk membayar tenaga ahli/laboratorium independen dli

0. Kolom 15 diisi dengan hal yang belum tertampung di dalam kolom yang ada

Lampiran III...
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RENCANAAUDITJANGKAMENENGAHSTAHUNAN
( TAHUNZ20..s.d.TAHUN20..)

Lampiran III

Formulir KMA 3

No

Auditi

TanggalLHP
Terakhir

Resiko

Frekuensi
Audit

JenisAudit

Tahun

2

3

4

5

6

10

11

PETUNJUKPENGISIAN :

a. Kolom 1 diisi dengn nomor urut

b. Kolom 2 diisi dengan nama auditi (instansi, kegiatan, program dll)

c. Kolom 3 diisi dengan tanggal diterbitkannya LHA terakhir dari obyek audit yang bersangkutan.

d. Kolom 4 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya dari peta audit

e. Kolom 5 diisi dengan data seberapa sering obyek audit akandilakukan audit.Misalnya 6 bulan sekali,1 tahun sekali, 2 tahun sekali dan seterusnya

tergantung dari besaran ukuran risiko obyek.
f. Kolom 6 diisi dengan jenis audit apa yang akan dilakukan, audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu

g. Kolom 7 diisi dengan tanda tertentu pada tahun berapa akan dilakukan audit.
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Lampiran IV...




Lampiran IV
Formulir KMA4
USULANPROGRAMKERJAAUDITTAHUNAN

TAHUNAUDIT20..
No Auditi Resiko MingguKe- NamaAuditor/Pengawas Jabatan Biaya(Rp) LHA Keterangan
Mulai Selesai Pemerintahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PETUNJUKPENGISIAN:
a. Kolom 1diisi dengan nomor urut auditi oleh fungsi perencanaan
b. Kolom 2 diisi dengan nama auditi oleh fungsi perencanaan
c. Kolom 3 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya
d. Kolorn 4 diisi dengan pekan mulai audit oleh bidang teknis
e. Kolom 5 diisi dengan pekan selesai audit oleh bidang teknis
f. Kolom 6 diisi dengan nama rnama auditor mulai dari PenanggungJawab, Penanggung JawabTeknis, ketua tim dan anggota tim oleh bidang teknis
g. Kolom 7diisi dengan jenjang jabatan dari masing-masing auditor oleh bidang teknis
h. Kolorn 8 diisi dengan jumlah biaya yang disediakan untuk audit oleh bidang teknis
i. Kolom 9 diisi dengan jumlah LHA yang akan diterbitkan oleh bidang teknis
J- Kolom 10 diisi dengan jumlah penugasan akan dilimpahkan kebidang lain dan dalam hal ini kolom kolom 4 s.d. 9 dikosongkan. Diisilimpahan jika obyek tersebut adalah limpahan dari

bidang lain.

Lampiran V...
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PROGRAMKERJAAUDITTAHUNAN

Lampiran V...
Formulir KMAS

TAHUNAUDIT20..
No Auditi Resiko MingguKe- NamaAudltc?r/Pengawas Jabatan Biaya(Rp) o Unityang
Mulai Selesai Pemerintahan melaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PETUNJUKPENGISIAN:

a.Kolom1 diisi dengan nomor urut auditi oleh fungsi perencanaan
b.Kolom2 diisi dengan nama auditi oleh fungsi perencanaan

c.Kolom 3 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelurnnya
d.Kolom 4 diisi dengan pekan mulai audit oleh bidang teknis

e.Kolom 5 diisi dengan pekan selesai audit oleh bidang teknis

f.Kolom 6 diisi dengan nama-nama auditor mulai dari PenanggungJawab, pengendali teknis,ketua tim dan anggota tirn oleh

g.Kolom 7 diisi dengan jenjang jabatan dari masing-masing auditor oleh bidang teknis
h.Kolom 8 diisi dengan jumlahbiaya yang disediakan untuk audit oleh bidang teknis

i. Kolom 9 diisi dengan jumlah LHA yang akan diterbitkan oleh bidang teknis

j.Kolom 10 diisi dengan unit yang melakukanaudit.
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Lampiran VI...




LampiranVI
FormulirKMAG

KARTUPENUGASAN

a. Nama Auditi

b. No.File Permanen

¢. Rencana Audit Nomor

d. Audit Terakhir Tahun

2. Alamat dan Nomor Telepon
3. Tingkat Resiko Unit/Aktivitas
4. TujuanAudit

5. a. Nama Ketua Tim Audit
b. Nama Anggota Tim Audit

6. a. Audit dilakukan dengan Surat Tugas No
b. Audit direncanakan mulai tanggal
:Danselesaitanggal

7. AnggaranyangDiajukan
8. AnggaranyangDisetujui
9. Catatan Penting dari Penanggung

teknis/penanggungjawab

KetuaTim

jawab :

Mengetahui,

PenanggungJawabTeknis

PETUNJUKPENGISIAN:

a. Kolomnornordiisldengannornorurutkartupenugasan

b. Kolomnarnaauditidiisidengannamaauditiyangakandiaudit

c. Kolomnornorfileperrnanendiisidengannomorurutfilepermanenauditi d.

Kolornnornorrencanaauditdiisidengannomorrencanaaudittersebut

e. Kolomauditterakhirdiisidengantahunterakhirdilakukannyaaudit.

f. Kolomalarnatdannomortelepondiisidenganalamatdannomorteleponauditi g.

Kolomtingkatrisikodiisidenganhasilperhitunganrisikoaudititersebut

h. Kolomnamaketuatimdananggotatirndiisidengannamaketuadananggotayangbertugas. i.

Kolomnomorsurattugasdiisidengannomorsurattugasaudittersebut

j. Kolomtanggalmulaidanselesainyaauditcukupjelas

k. Kolomanggaranyangdiusulkandiisidenganjumlahanggaranyangdiusulkan I.

Kolomanggaranyangdisetujuidiisidenganjumlahanggaranyangdisetujui

m. KolomcatatanpentingdiisidengancatatanyangdiberikanolehpengendaliteknisatauPenanggung

Jawabyangbersangkutan

n. Kolomtanggaldiisidengantempatdantanggalpenulisankartupenugasan

0. Kolomtandatanganketuatimdan PenanggungJawabTekniscukupjelas
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Lampiran VII
Formulir KMA7

ALOKASIANGGARANWAKTUAUDIT
(hanyajam-jamefektif)
Nama Audit e e Sasaran Audit
Disusun Oleh e Disetujui Oleh ..,
Pekerjaan yang akan Dilaksanakan Ketua dan Anggota Tim Tanggal Anggaran Waktu Anggaran Biaya
1 2 3 4 5
PEKERJAAN-PEKERJAANPERSIAPAN:
ePembicaraan pendahuluan (koordinasi)
eSurvey pendahuluan (pengendalian internal, data permanen dsb)
ePenyusunan Program Audit
PELAKSANAAN AUDIT:
ePengujian dan evaluasi pengendalian manajemen
eAnalisis prosedur yang mengandung kelemahan
eAnalisis data operasi/kegiatan organisasi
eMenyusun daftar temuan
eMengembangkan temuan
eMengkomunikasikan temuan interim
eMembicarakan tindakan koreksi atas temuan
PENYELESAIANPEKERJAAN:
eMenelitikelengkapanKKA
Pembahasan...
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ePembahasanKetuaTim,PenanggungjawabTeknis,danPenanggungjawab
eMengkomunikasikantemuan

ePenyusunanLaporan

eHal-hallain

Jumlahyangdianggarkan

PETUNJUKPENGISIAN:
a. Kolomnamaauditidiisidengannamaauditiyangdiperiksa

b. Kolomdisusuolehdiisidengannamapenyusunalokasianggaranwaktuaudit c.
Kolomsasaranauditdiisidengansasaranaudityangtelahditetapkan

d. Kolomdisetujuiolehdiisidenganpersetujuanyangdiberikanolehpenanggungjawabteknis/penanggungjawab

e. Kolom1diisidenganjenispekerjaanyangakandilaksanakan.Dalampelaksanaanbutir-butirtersebutdapatdikembangkansesuaikondisi f.
Kolom2diisidengannamaketuatimdananggotatimyangditugaskan

g. Kolom3diisidengantanggalpelaksanaanpekerjaan

h. Kolom4diisidenganperkiraanwaktuyangakandipakaiuntukmelakukanpekerjaantersebut i.

Kolombdiisidenganperkiranbiayayangakandipakaiuntukmelakukanpekerjaantersebut

j. KolomJumlahdiisidenganjumlahjamyangdianggarkandan jumlahbiayayangdianggarkan

Lampiran VIII...
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Lampiran VIII
Formulir KMAS8

LAPORANMINGGUAN
KEGIATANPERENCANAANAUDITPADATINGKATTIMAUDIT

NamaAuditi
Alamat SN

No.SuratTugas

NamaAuditor

KetuaTim

Tandatangan

PenanggungJawabTeknis

Tandatangan

Tgl Prosedur

RealisasiJam AnggaranJam

RealisasiBiaya AnggaranBiaya

1 2

3 4

5 6

Total

Catatan:

PETUNJUKPENGISIAN:
a. Kolomauditidiisidengannamaauditiyangakandiaudit b.

Kolomalamatdiisidenganalamatauditi
c. KolomNo. SuratTugasdiisidengannomorsurattugasperencanaantersebut d.

Kolomnamaauditordiisidengannamaauditoryangakanbertugas

e. Kolomtandatangandiisidengantandatanganketuatimdanpenanggungjawabteknis f.

Kolom1diisidengantanggalsejakmulaiditugaskandalamperencanaan
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g. Kolom...




g. Kolom2diisidenganjenispekerjaanyangdikerjakan

h. Kolom3diisidenganrealisasiwaktuyangdipakaiuntukmengerjakankolom2

i. Kolom4diisidengananggaranwaktuyangdisediakanuntukpekerjaankolom?2 j.
Kolombdiisidenganrealisasibiayayangdikeluarkanuntukpekerjaankolom?2

k. Kolom6diisidengananggaranbiayayangditetapkanuntukmengerjakanhaltersebut I.

Kolomcatatandiisidenganhaluangdipandangperluuntukdiketahui

Lampiran IX...
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Lampiran IX
Formulir KMA9

UnitOrganisasi/Program/Kegiatan
Tahun

PROGRAMKERJAAUDIT

DikerjakanOleh
No TujuanAudit FlresEeliplrehssml e el NamaAuditor AnggaranWaktu RealisasiWaktu No.KKA
sampeldanwaktu

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

PETUNJUKPENGISIAN

a.Kolomunitorganisasi,program,kegiatandiisidengannamaunityangbersangkutan

b.Kolomtahundiisidengantahunaudittersebut

c.Kolomdikerjakanolehdiisidengannamapenyusunprogramaudittersebut

d.Kolom1 diisidengannomorurut

e.Kolom2 diisidengantujuanaudityanghendakdicapai

f.Kolom3diisidenganprosedur,ukuransampel,metodedanwaktuyangakandipakai

g.Kolom4 diisidengananggaranwaktuyangdiperlukan

h.Kolom5 diisidengannamaauditoryangbertugas

i.Kolomé6diisidenganrealisasiwaktuyangdipakaiuntukmelaksanakankolom3

j-Kolom7diisidengannomorKKAsebagaipengendaliarsip
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LAMPIRANX
FormulirKMA10

CHECKLIST

PENYELESAIAN PENUGASAN PERENCANAAN AUDIT

No

JenisPekerjaanyangHarusDilakukan

Sudah/Belum

%
Penyelesaian

2

4

SudahkahdibuatKartuPenugasan

Sudahkah dikembangkan TujuanAudit, Lingkup
Pekerjaan,PenaksianResikoSegmenKegiatan

Apakahsudahdiperoleh:
eMisi,tujuandanrencanapelaksanaan

eInformasiorganisasi
eKKAterakhir
eFilepermanen

el HPauditorekstern
eDatapembanding
eAnggaran

el iteraturteknis

Adakahperubahanauditordarirencanasemula

Jika adaperubahan apakah sudah dibuat Memo
persetujuan dan sudah dilampirkan ke Kartu

PenugasandiPenangungjawab

Apakahsudahdibuatrapatkoordinasi

Apakah sudah dibuat ringkasannya dan telah
didistribusikan

Apakahsudahdibuatpersiapansurveipendahuluan

Apakahsurveipendahuluansudahdilaksanakan

10

Apakahtelahdibuatikhtisarhasilsurvei

11

Apakahtelahditulisprogramaudit

12

Apakahprogramaudittelahmengacupadaprogram
bakudanhasilpengumpulaninformasi

13

Apakahprogramaudittelahmendapatpersetujuan
penanggungjawabteknis
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14.Apakah...




14 | Apakah tahapanpekerjaan telah sesuai dengan
anggaranwaktunya

ePenetapantujuan,lingkupdanpenaksiranresiko
ePengumpulaninformasiawal
ePenetapanstafaudit

eRapatpendahuluan

eSurveipendahuluan

ePenulisanprogramaudit

ePersetujuanprogramaudit

15 | Apakahkertaskerjaauditperencanaantelahselesai

dikerjakan
Diketahui: Dibuattanggal:
PenanggungJawab PenanggungJawabTeknis
Tandatangan Tandatangan

LampiranXI...
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LampiranXI

FormulirKMA11
NOTULENSIKESEPAKATAN
Berdasarkanhasilrapatkoordinasiantaratimauditdenganauditi......................... pada :
Hari : Tanggal
: Waktu

Dihadirioleh:

TimAuditi:

1 s TimAuditor:

2. e L

B e, 20

3

Diperolehkesepakatansebagaiberikut:

1. Tujuanaudit:.........ccccoeeeiiiiiiiiiiieeen
Proseduraudityangakandilaksanakanadalahsebagaiberikut:
L
L

2. Waktupelaksanaanaudit
eSurveipendahuluan :..............eeveiiiiiiiicecccccce e,
ePelaksanaanaudit ...
ePenyelesaianlaporan:............ccooovveiiiiiiiiiiiiciee e

3. Timaudityangakanditugaskan:
ePenangguNnNgJawab:.............uuuiiiiiii
ePenanggungJawabTeknis:..........ccooeiiiiiaiiieiiiiiiieeeeee e
oKetuaTim o
e ANGgOotaTim:. .o
e ANGgOotaTim:. .o
e ANGOtaTIM: .. o

4. Dalampelaksanaansurveidanaudit,yangakandihubungiadalah................. :

telepon............... Surveipendahuluanakandilakukanolehtimauditorsepertiaudit
biasa,namuntidakmendalamdantidakrinci.Pelaksanaan auditakandilakukan

terhadapareayangtelahdifokuskanberdasarkanhasilsurveipendahuluan.

SRRSO
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6. ProsedurpelaporandantindaklanjutakanmengacupadastandarauditSPIPdan
tindakankoreksiterhadaprekomendasitemuanauditpalinglambatakandilakukan

dalamwaktu40harisetelahtanggalkesepakatanditetapkan

7. Seluruhbiayayangterjadiselamaauditditanggungolehkantortimaudit.

.................................... peeeeeeeneenennnnn 200
PerwakilanAuditi PerwakilanAuditor
Tandatangan Tandatangan
(ereeeeererrre e ) R )
PETUNJUKPENGISIAN:

a. Kolomauditidiisidengannamaauditiyangdiaudit

b. Kolom hari, tanggal dan waktu diisi sesuai dengan saat dilakukannnya rapat
kesepakatan

c. Kolomtimauditidiisidengannamatimyangmembuatkesepakatan d.

Kolomtimauditordiisidengannamaauditoryangbertugas.

e. Nomor1, tujuanauditdiisidengantujuanutamaauditdanuntukprosedurauditdiisi
denganprosedur-prosedurpokokyangakandilaksanakan

f. Nomor2,diisidengantanggalmulaisampaidengantanggalselesai

g. Nornor3,diisidengannamaPenanggungJawab,PenanggungJawabTeknis,ketua
timdananggotatim

h. Nomor4,diisidengannamapejabat/petugasauditiyangakanmenjadikontakperson
bagiparaauditor

i. Nomor5,diisiuntukhallainyangperludiungkapkanlagi j.

Nornor6dan7 cukupjelas

k. Kolomtempatdanwaktudiisisesuaidengantempatdanwaktudibuatnyakesepakatan

|. Kolomtandatangandiisidengantandatanganperwakilanauditidanauditor

Lampiran XiII...

- 74 -




LAMPIRANXII
FormulirKMA12

LEMBARREVIUSUPERVISI
NamaAuditi PP PRR
NomorSuratTugas et e e e e e e e ———————————————aaaaas
PeriodeAudit PP PUPPRRPPRPPPRIN
KetuaTim PO PPPT PP
No Permasalahan/komentar Indek/KKA Penyelesaian Persetujuan
1 2 3 4 5
1
2
3

PenangungJawabTeknis,

TandaTangan e
Nama PP PPPPPPPPPN

Tanggal et ————————

PETUNJUKPENGISIAN
a. Kolomnamaauditidiisidengannamaauditiyangdiaudit b.

Kolomnomorsurattugascukupjelas

c. Kolomperiodeauditdiisidenganperiodedilakukannyaaudittersebut

d.Kolomketuatimdiisidengannamaketuatimyangbertanggungjawab e.

Kolom1diisidengannomorurut

f. Kolom2diisidenganpermasalahanataukomentar

g. Kolom3diisidengannomorindekataunomorkodeKKA

h. Kolom4diisidenganpenyelesaianyangdilakukanolehketuatimatauanggotatim
ataspermasalahan ataukomentardaripenanggungjawabteknisataupenanggung jawab

i. Kolom5diisidenganparafpenanggungjawabteknisataupenanggungjawabsebagai

tandapersetujuanataspenyelesaian yangdilakukan olehketuatimdananggotatim
yangbersangkutan
J- Kolomtandatangandannamadiisidengantandatangandannamapenanggung

jawabteknisyangbertanggungjawab.
k. Kolomtanggaldiisidengantanggaldilakukannyaprosesreviutersebut.

LampiranXIII...
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LAMPIRAN XIII
Formulir KMA 13

LAPORANMINGGUAN
PENGUJIANDANEVALUASI

MingguKe-......

NamaAuditi

Alamat

Periode

Auditor

No

ProsedurAudit

PenanggungJawabTeknis:

KetuaTim:

RealisasiJam

RealisasiJam
s.dtanggal

EstimasiJam
untukpenyelesaian

AnggaranJam

AnggaranBiaya

RealisasiBiayas.d

AnggaranBiaya
tanggal

4

5

6

7

8 9

NamaAuditor

AnalisisPenyimpangan

:KetuaTim

PenanggungJawabTeknis

PETUNJUKPENGISIAN :

a. Minggudiisi dengan minggukeberapalaporantersebut b.

Nama auditi dan alamat cukupjelas

c. Kolom periodediisi dengan audit

d. Kolom auditordiisi dengan namaauditor yang melakukanaudit
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e. Kolom...




e. Kolom PenanggungJawabTeknisdanketuatim sertatanggal cukupjelas f.

Kolom 1diisi dengantanggal dalam mingguyangbersangkutan

g. Kolom 2diisi denganproseduraudit yang dilaksanakan olehanggotatim atauketuatim yangbersangkutan h.
Kolom 3diisi denganrealisasi waktuuntukproseduraudit pada mingguyangdilaporkan

i. Kolom 4diisi denganrealisasi waktuuntukprosedur audit kumulatifdari minggusebelumnya ditambahdenganrealisasi waktumingguyangdilaporkan
j- Kolom 5diisi anggaranwaktuyangditetapkandalam program audituntukprosedur yang bersangkutan k.

Kolom 6diisi denganrealisasi biayatotal untuk auditor yangbersangkutanpada rninggu pelaporan
I. Kolorn7diisi dengan biayatotalkumulatifbagiauditor yangbersangkutan
m.Kolom 8diisi dengantotal anggaranbiayayangtelahditetapkanbagi auditor yangbersangkutan n.

Kolom namaauditordiisi dengannamaauditor yangbertugas.

0. Kolom analisis penyimpangandilakukanolehketuatim danPenanggungJawabTeknis sesuai dengankejadianyangadadi lapangan.

Lampiran XIV...
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LampiranXIV
FormulirkMA14

CHECKLIST
PENYELESAIANPENGUJIANDANEVALUASI

Sudah/ Persentase

No Keterangan i Ket
Belum | Penyelesaian
1 2 3 4 5
1 | Sudahkahdilakukanpenjelasanpenugasankepada
anggotatim
2 | Sudahkahdibuatperencanaanaudit

Sudahkandilakukanauditsesuaiprogramaudit

4 | Sudahkah dilakukan reviu terhadap hasil kerja
anggotatim

5 | Sudahkahhasilreviuditindaklanjutiolehanggotatim

6 | SudahkahanggotatimmembuatKKAdandisimpan
padatempatyangtelahdisiapkanuntuknya

7 | Sudahkah KKAdikerjakan oleh Ketua Tim dan
disimpan pada tempat yang telah disiapkan
sebelumnya

8 | SudahkahdireviuolehPenanggungjawabteknis:
Reviewl tanggal
Reviewlltanggal
Reviewllltanggal
ReviewlVtanggal

9 | Sudahkah dibuat ringkasan arahan review dari
PenanggungJawabTeknis

10 | SudahkahHasilreviewPenanggungJawabTeknis
ditindaklanjutiolehtim

11 | Sudahkah dikembangkantemuan hasil audit dan
rekomandasiperbaikan

12 | Sudahkan dilakukan komunikasi temuan dan
rekomendasiperbaikandenganmanajemenauditi

13 | Sudahkahdiperolehkatasepakatatasrekomendasi
yangdiberikan

14 | AdakahPenanggungJawabmelakukanreviu:

Reviul tanggal
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Reviull tanggal
Reviullltanggal

15

Sudahkahdibuatringkasanhasilreviupenanggung
jawab

16

Sudahkah hasil reviu penanggung jawab
ditindaklanjutiolehTim

17

Sudahkahdilakukanpenyusunandokurnentasihasil
audit

18

Sudahkahdokumentasihasilauditdibahas
eDitim
eDenganPenangungjawabteknis

eDenganPenanggungjawab

19

Sudahkah dilakukanpenelaahan kesesuaian KKA
danisinyadenganstandarauditAPIP

¢Olehtim
eDenganPenanggungjawabteknis

eDenganPenanggungjawab

20

Sudahkah dilakukanpenelaahan kesesuaian KKA
dengantujuanaudit

eDenganPenanggungjawabteknis

eDenganPenanggungjawab

21

Sudahkah dilakukanpenambahan simpulan hasil
audit:

eDiTimPemeriksa
eDenganPenanggungjawabteknis

eDenganPenanggungjawab

Direviuoleh Tanggal.....cccoooeeiiiiiieeee.

Penanggungjawabteknis:

Disioleh

KetuaTim:

Tanggal

PETUNJUKPENGISIAN
a. Kolorn1diisidengannomorurut

b. Kolom2diisidenganprosedurkerjayangharusdilakukan c.

Kolorn3diisidengankondisipenyelesaian
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d.Kolom...




d. Kolom4diisidenpankondisipenyelesaianyangsudahdilaksanakan
e. Kolombdiisidengancatatanyangdiperlukan

f. KolornDiisiolehdiisidengandatanarnaketuatimdantanggalpengisian

g. KolornDireviudiisidengandatanamaPenanggungJawabTeknisdantanggalreviutersebut.

LampiranXV...
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LampiranXV
FormulirKMA15

PENGENDALIANPENYUSUNANLAPORAN

INFORMASIUMUM

NamaAuditi e TanggalKartu e
Alamat P PPPUTPPRTTT No.PKAT PP PPPRRTPI

RMP et e
Telepon e ————— RML e e a e
TujuanAudit s KetuaTim e e ————————
PeriodeyangDiaudit e e e ————— PenanggungJdawabTeknis :........cccoeiiiiiiiinnnnni,

NomorKartuPenugasan :.........ccccccoocieeens PenanggungJawab PP PRRTPRPPTPTP

TAHAPANPENYELESAIAN

TANGGAL

URAIAN NAMA

1 2 3 4 5 6

a. Diserahkan oleh Ketua Tim kepada
PenanggungJawabTeknis

b. Diserahkan oleh Penanggung Jawab

TekniskepadaPenanggungJawab

Tanggal Tanggal
Mulai Selesai

c. Diserahkankesekretariatuntukdiketik d.
Diserahkankepetugasreviu
e. Diperbaikiolehsekretariat f.
Dicopydandijilid
g. DiserahkankePenanggungJawab h.
Diserahkanke Inspektur
i. DiserahkankepadaPimpinanOrganisasi j.
Didistribusikankepada:

1. Auditi

2. PimpinanOrganisasi

3. Arsip

PETUNJUKPENGISIAN
a. Kolominformasiumumdiisidengandatayang berhubungandenganaudit

b.Kolom...
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b. Kolom 1diisi dengan uraian tentang langkah pekerjaan yang ditempuh dalam
pelaporan

c. Kolom 2 diisi dengannamapersonalyangbertanggungjawab

d. Kolom 3 diisi dengantanggalyangberhubungandengankegiatantersebut.
e. Kolom 4 diisi dengan

f. Kolom 5 diisi dengan

g. Kolom 6 diisi dengan

LampiranXVI...
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Lampiran XVI
Formulir KMA16

REVIUKONSEPLAPORAN
PenanggungJawabTeknis/PenanggungJawab

NamaAuditi OO RR PP
KartuPenugasan e —————————

U:Jt Hali:r;l\an MasalahyangDijumpai NomorkKKA PenyelesaianMasalah DilakukanOleh Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

PengendaliTeknis e ————————
Tanggal e ————————
PETUNJUKPENGISIAN:
a. | KolomnamaauditidanNo. KartuPenugasancukupjelas
b. | Kolom1diisidengannomorurut
c. | Kolom2diisidenganhalamanLHA
d. | Kolom3diisidenganuraiantentangmasalhyangdijumpai
e. | Kolom4diisidenganNomorKKA
f. | Kolom&diisidenganpenyelesaianterhadapmasalahtersebut
g. | Kolom6diisidengannamadaripe-reviu
h. | Kolom7diisidengancatatanyangdiperlukandalamprosespembuatanlaporan
i. | KolomPenanggungJawabTeknisdantanggaldiisidengannamaPenanggungJawabTeknisdantanggalpekerjaan
Lampiran XVII...
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LampiranXVII
FormulirKMA17

CHECKLIST

PENYELESAIANLAPORAN

No

Keterangan

Sudah/
Belum

Ket

2

3

RINGKASANPIMPINAN

Ringkasanpimpinanmenyajikanoverviewringkas
atas auditi, tujuan audit,ruanglingkup, referensi
ataskriteriaaudit,metodologi audit,dansimpulan

hasilauditatassetiaptujuanaudit

BODILAPORAN

Kecukupaninformasilatarbelakangaudit

Tujuanauditdankriteriayangberkaitan

Ruanglingkupauditsudahdinyatakansecarajelas

Al ON

Jadualaudit, metodologi,standaraudityangdiacu.
Jika adastandar yang tidak diikuti, penjelasan

yangmemadaitelahdibuat

Hasil observasiyang mendalam yang berkaitan
dengan tujuandan kriteria audit telah diperoleh

untukmencapaisimpulanaudit

Setiapobservasiberisipernyataankondisi, kriteria,
penyebab,dampakdanrekomendasi.

Buktiyangcukupdanpersuasiftelahdikumpulkan
untukmendukungsetiapobservasi

Temuan yang bisa dikuantifisir telahdihitung
secaramemadai

10

Rekomendasiyangdiberikantelahmengikutialur
logisdarihasilobservasi  danpenyebab, jelasdan
cost-effective, ditujukan  kepadapihak yang
berkompeten

11

Simpulantelahdisajikanuntuksetiaptujuanaudit
dantelahdidukungdenganbuktiyangpersuasif

12

Lampiran-lampiran yang disajikan memang
menambahnilailaporan
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NO...




No Keterangan e Ket

Belum

1 2 3 4

FORMATLAPORAN

13 | Daftarisiyangmenggambarkanstrukturlaporan
danjudulyangsamadenganjudulpadahalaman bodi

14 | Juduldanhurufyangkonsisten

15 | Bagandangambartelahdirujuksecaramemadai
dalambodilaporan

16 | Struktur kalimat dan paragraf yang mudah
dipahami

17 | Singkatan-singkatantelahdidefinisikan

18 | Bahasadanterminologiyangmudahdipahami

19 | Tatabahasadanpenulisankatayangtepat

20 | Lampiran disajikansecara seragam dan dirujuk
padabodilaporan

21 | Secarakeseluruhan,laporansudahjelasdantepat

LAIN-LAIN

22 | Penyusunantelahmelaluiprosesreviu:
PenanggungJawabTeknis

PenanggungJawab

23 | Distribusilaporantelahsesuaiketentuan

Direviuoleh, Tanggal,..................... Diisioleh, Tanggal.........
PenanggungJawabTeknis KetuaTim:

PETUNJUKPENGISIAN:
a.Kolom1diisidengannomorurut

b.Kolom2diisidenganuraiantentangpekerjaanyangdilakukan
c.Kolom3 diisidengankondisipekerjaan
d. Kolom4diisidengancatatanyangdiperlukandalamcheck list penyelesaianlaporan

e.Kolomindentitasdiisidenganpengisiformulirdanpreviunya

LampiranXVIIL...
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Lampiran XVIII
Formulir KMA 18

KONSEPTEMUANDANRENCANATINDAKLANJUT
Auditi

PeriodeAudit
NomorSuratTugas
NomorLHA

NomorFormulirPenyampaian

DisampaikanTanggal

RapatPenutupanAuditTanggal

No Kondisi Kriteria Sebab Akibat Rekomendasi RencLana.TJ:ndak KomentarAuditi | KomentarAuditor Keterangan
anju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
PenanggungJawabTeknis KetuaTim
(coveemeemme e ) (4 eee e )
PETUNJUKPENGISIAN:

a. Kolominforasiumumcukupjelas b.
Kolom1diisidengannomorurut
c. Kolom2diisidengankondisiyangditemukan
d. Kolom3diisidengankriteriayangdipergunakan
e. Kolom...
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bl )]

> @

Kolom4diisidenganpenyebabterjadinyakondisitersebut
Kolomb&diisidenganakibatyangmungkinterjadikarenakondisitersebut

Kolom6diisidenganrekomendasiyangdiberikanauditor
Kolom7diisidenganrencanatindaklanjutyangdirekomendasikan
Kolom8diisidengankomentarauditiatasrekomendasiyangdiberikan

Kolom9diisidengankomentarauditorataskomentarauditi

- 87 -

Lampiran XIX...



LampiranXIX

FormulirkKMA19
LAPORANTINDAKLANJUTTEMUANAUDIT
NomorSurat:........ccccveeviiiiieiiiiiee e
INFORMASIUMUM
Instansi/Unit e ——— Tanggal e —————
Bagian/Kegiatanyangdiaudit : ..., Perihal e
No/TgILHA e ——————— Eksemplar : ...l
No.FormulirPenyampaian  :...........ccceee
No.Temuan e
No.Rekomendasi e
TindakLanjutyangtelahdilakukan:
TanggalPenyelesaian:
PimpinanAuditi PenanggungJawabTeknis

(cerrmmmmmmeeeee e ) (cereemeere e )

PETUNJUKPENGISIAN:

a. Kolominformasiumumdiisidengandatatentangauditumum
b. Kolomtindakankoreksidlisidenganuraiantentangtindakanyangtelahdilakukan c.
Kolomtanggalpenyelesaiancukupjelas

d. KolompimpinanauditidanPenanggungjawabTekniscukupjelas

LampiranXX...
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LampiranXX
FormulirKMAZ20

LAPORANPEMANTAUANTINDAKLANJUTTEMUANAUDIT
NomorSurat...................
INFORMASIUMUM
NamaAuditi s
Alamat e e e anes
No No.LHA UraianTemuan Rekomendasi | TindakLanjut | Keterangan
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
TimPemantauTindakLanjut
(cerereemreee e )
PETUNJUKPENGISIAN:

a. Kolomnomorsuratdiisidengannomorsuratlaporantindaklanjut b.
Kolominformasiumumdiisidengannamaauditidanalamatnya

c. kolom1 diisidengannomorurut

d. Kolom2diisidengannomorLaporanHasilAudit e.
Kolom3diisidenganuraianhasiltemuan

f. Kolom4diisidenganrekomendasiauditor

g. Kolombdiisidenganuraiantentangtindaklanjut

h. Kolom6diisidenganketeranganatasstatustindaklanjut

i. Kolornpelaksanatindaklanjutdiisidengannamaorangyangmelaksanakan tindaklanjut

Lampiran XXI...
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LampiranXXI

FormulirKMA21
BERITAACARAPEMUTAKHIRANDATA
TemuanAudityangBelumDitindaklanjuti

SampaiDenganLebihdari1Bulan

padainstansi.................

Padahariini,.................. ,tanggal......ccceeeeeenl telahdilakukanpemutakhirandatatemuanaudit
yangbelumditindaklanjutibulan............ S olehauditi............ccovveeennnnen. yangdihadiri oleh:
1
2.
K

Dalamprosespernutakhiraninitelahdilakukan rekonsiliasidanpemutakhirandataatasternuanaudit

APIPdenganhasilsebagaiberikut:

TemuanSebelum Tl st TemuanSetelah

No | No&TgILHA Pemutakhiran Pemutakhiran

JmiTemuan | Nilai(Rp) | JmITemuan | Nilai(Rp) | JmITemuan | Nilai(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

RincianternuanperLHA terdapat dalamlampiranberitaacarainidanmerupakansatu kesatuanyang
tidakdapatdipisahkandenganBeritaAcaraini.

Demikianberitaacarainidibuatdengansebenarnyauntukdigunakansebagaimanamestinya.

.......................... tgl,bin,thn

PimpinanAuditi PimpinanAPIP

PETUNJUKPENGISIAN
a. Kolominstansidiisidengannamaauditi

b. Kolomharidantanggaldiisisesuaidengansaatpemutakhirandata c.
Kolompersonalyanghadirdiisisesuaidenganyanghadir

d. Kolom1diisidengannomorurut

e. Kolom2diisidengannomordantanggalLHA

f. Kolom3dan4diisidatajumlahtemuandannilaisebelumpemutakhiran g.
Kolombdan6diisidatajumlahtemuandannilaisaattindaklanjut

h. Kolom7dan8diisidatajumlahtemuandannilaisetelahpemutakhiran i.
Kolompimpinanauditidiisidengannamadantandatangan

j- KolompimpinanAPIPdiisidengannamadantandatangan

Lampiran XXII...
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LampiranXXII
FormulirkKM-A22

RENCANAAUDITDILIHATDARIOBJEKAUDIT

TAHUNZ20....
No NamaAuditi SasaranAudit Bulan/KodeNamaAuditor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
1
2
3
PETUNJUKPENGISIAN:

a. Kolom1diisidengannomorurut
b. Kolom2diisidengannamaauditiyangakandiaudit c.
Kolom3diisidengansasaranaudit

d. Kolom4 sd15diisidengantandayangmenunjukkanwaktudilaksanakan

LampiranXXIII...
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Lampiran XXIII
Formulir KMA23

PERENCANAANPETUGASAUDIT(AUDITOR/P2UPD)

TAHUNZ20.....
Minggu/Auditor/P2UPD
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Auditor/P2UPD
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1
2
3
PETUNJUKPENGISIAN:
a. Kolom1diisidengannomorurut
b. Kolom2diisidengannamaAuditor/P2UPDyangakanditugaskan c.
Kolom3- 28diisidengantandawaktupelaksanaan
Lampiran XXIV...
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LampiranXXIV
Formulir24

ANGGARAN BIAYA AUDIT

TAHUN20XX

NamaAuditi

Petugas

Jabatan

Hari

Transpor

Lumpsum

Jumlah

2

7

8

Jumlah

PETUNJUKPENGISIAN:
a. Kolorn1 diisidengannornorurut

b. Kolorn2 diisidengannamaauditi

c. Kolom3diisidengantujuanaudit

d. Kolom4diisidengannamapetugas

e. Kolom5diisidenganjabatannya

f. Kolom6diisidenganjumlahhariaudit

g. Kolom7diisidenganrupiahuangtranspor

h. Kolom8diisidenganrupiahuanglumpsum

i. Kolom9diisidenganjumlahuangtranspordanlumpsum

- 03 -
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LampiranXXV
FormulirKMA25

REKAPITULASIBIAYAAUDIT

TAHUNZ20...

BULAN

TRANSPORT

LUMPSUM

HOTEL,DLL

JUMLAH

1

2

3

4

5

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

Jumlah

PETUNJUKPENGISIAN:
a. Kolom1diisidengannamabulan

b. Kolom2diisidenganjurnlanuangtranspor c.

Kolom3diisidenganjumlahuanglumpsum d.

Kolorn4 diisidenganjurnlahhoteldll

e. Kolombdiisidenganjumlah(2+3+4)
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LampiranXXVI
FormulirKMA26

SURATPENYAMPAIANTEMUAN

Daftartemuaninidisampaikanuntukdibahas.

Bersamainikami sampaikandaftartemuan yangtelah dibahasdenganSaudaraA,B,dan
Cyangbertanggungjawabdalambidangtugasnyamasing-masing. Merekatelah
menyetujuihal-halyangdimuatdalamdaftartemuan. Kamimengharapkansaudaradapat
mempelajarinya denganseksamadanapabilaSaudaratidakberkeberatan,kamiingin

membahasnyabersamapadatanggal......................

AtasperhatianSaudarakamiucapkanterimakasih.

KetuaTimAudit,

PETUNJUKPENGISIAN

a. Kolomkepadadiisidengannamapimpinantertinggidariauditi b.
Kolomdaridiisidengannamaketuatimaudit

c. Kolomperihaldiisidenganrnaksudsuratataupenyampaiandaftartemuan d.
Kolomtanggaldiisidengantanggaldiinginkannyapembahasan

e. Kolomketuatimauditdiisidengannamadantandatanganketuatimaudit

LampiranXXVII...
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LampiranXXVII

FormulirKMA27
FORMULIRPENIIAIANKINERIAAUDITOR/P2UPDATASPENUGASANAUDIT
Nama e Pangkat e
StatusdalamTim e Fungsiyangdiaudit :................
NamaKetuaTim e ————————— Obyekyangdiaudit .................
NamaPenanggungJawabTeknis :..........ccccceeeeenn. Periode
NamaPenanggungJawab et No.SuratTugas e
No L Kode NilaiYangDiberikan
1 2 3 Jumlah
1 2 3 4 6 7
1
2
3
TotalPenilaian
NilaiRata-Rata
Penilai:Mengetahui,
1. NamaPenilai et ———— Inspektur
Parafdantanggal ...,
2. NamaPenilai et ———— T )
Parafdantanggal ..o,
3. NamaPenilai e
Parafdantanggal ..o,
PETUNJUKPENGISIAN:
a. Kolomnamadiisidengannamaauditoryangakandinilai
b. Kolomstatusdiisidenganjabatanybsdalamtimaudit
c. Kolomnamaketuatim,pennanggungjawabteknisdanpenanggungjawab,cukupjelas
d. Kolompangkatdiisidenganpangkatdariauditoryangdinilai
e. Kolomfungsiyangdiauditdiisicukupjelas
f. Kolomobyekyangdiauditdiisidengannamaauditi
g. Kolomperiodediisidenganketeranganperiodepenilaian
h. Kolomsurattugas,cukupjelas
i. Kolom1,diisidengannomorurut
j.  Kolom2diisidenganuraiantugasyangdilaksanakan
k.Kolom...
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k. Kolom3diisidengankodeuraiantugas
I. Kolom4.5dan6disidengannilaiyangdiberikanolehmasing-masingpenilai. m.

Kolom7diisidenganjumlahnilaiyangdiberikan,jumlahdanrata-ratanya

n. Kolompenilaidiisidengannama,parafdantanggalpenilaian

0. KolompimpinanAPIPdiisidengannamadantandatangandaripimpinanAPIPtersebut. p.

Nilaitertinggi10danterendah1.

g. PenilaianggotatimadalahKetuaTimdan PenanggungJawabTeknis

r. PenilaiKetuaTimadalahPenanggungJawabTeknisAuditdan PenanggungJawabAudit.

s. PenilaiPenanggungJawabTeknisAuditadalahPenanggungJawabAuditdanPimpinanUnitAuditor
Intern.

t.  Penilaimungkinterdiridari3orangjlkaseorangKetuaTimdiawasioleh2PenanggungJawabTeknis

karenapadaperiodeaudit PenanggungJawabTeknisnyadiganti.

LampiranXXVIII...
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LampiranXXVIII

FormulirKMA28
KARTUPENILAIANKINERJAAUDITOR/P2UPD
Nama =
Jabatan/Pangkat ...,
PeriodePenilaian :............ccc
No Kegiatan No.SuratTugas Nilai Keterangan
1 2 3 4 5
| | KegiatanAudit:
T,
2. e
3
II | KegiatanTindakLanjut:
1T,
2.
3
[l | KegiatanKonsultasi:
1T,
2.
3
IV | KegiatanLainnya:
1T,
2.
3
V | KompetensiAuditor/P2UPD
Total
Rata-rata
PejabatTataUsaha
Nama
TanggalAdministrasi = @ .
Komentar
PETUNJUK...
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PETUNJUKPENGISIAN:
a. Kolom jabatan/pangkat diisi dengan jabatan auditoryang dinilai

b. Kolom penilaian diisi dengan periode yang dilakukan penilaian
c.Kolom 1 diisi dengan nornor urut

d. Kolom 2 diisi dengan uraian tentang kegiatan

e. Kolom 3 diisi dengan nomor surat tugas

f. Kolom 4 diisi dengan nilai yang diberikan,total dan rata-ratanya

g. Kolom 5 diisi dengan keterangan yang diperlukan
h. Kolom lain-lain diisi dengan nama pejabat TU, tanggal pengadministrasian dan
komentar ringkas atas seluruh penilaian.
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